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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI HAK
INFORMASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS
MELALUI APLIKASI FACEBOOK

Rayhan Sukma, NPM: 15.1000.274.201.295, Pembimbing I: Kartika Dewi
Irianto, SH. MH, Pembimbing Il: Jasman Nazar, SH. MH, Tahun 2022,
Fakulltas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 64 Halaman.

ABSTRAK

Lahirnya hukum perlindungan konsumen di indonesia berawal dari keprihatinan akan banyaknya
kasus yang merugikan kepentingan konsumen, maka dari itu Pemerintah, DPR, dan sejumlah
lembaga melahirkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan menerbitkan UU
ITE yang sudah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, yang salah
satunya bertujuan untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi berbasis elektronik.
Penulisan ini terdapat rumusan masalah pertama, Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap
hak informasi yang di peroleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli motor bekas melalui
aplikasi Facebook yang di atur dalam UUPK. Kedua, Bagaimanakah Pertanggungjawaban
pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya atas pelanggaran hak informasi dalam melakukan
transaksi jual beli online yang di atur dalam UUPK. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis sosiologis yang dimana penulis melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti
bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan permasalah yang
terjadi yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai hak informasi dalam transaksi
jual beli motor bekas melalui aplikasi facebook yang di atur dalam UUPK dan UU ITE. Sifat
penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang dapat memberikan
gambaran terkait pelindungan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli berbasis elektronik.
Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder serta bahan hukum
yang tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif yang
kemudian dapat dijabarkan dan disusun secara sistemastis dalam bentuk skripsi.Kesimpulan dari
rumusan masalah dari kedua contoh kasus yang telah di dapatkan dari hasil wawancara, yang
salah satu dari narasumber tersebut tidak ingin memperpanjang sengeketanya melalui jalur
litigasi atau jalur pengadilan alhasil penyelesaian sengeketa tersebut hanya dilakukan dengan
cara negosiasi, yang mana salah satu pihak yang telah mengakui kesalahannya yang merugikan
pihak pembeli akhirnya meminta maaf dan berjanji akan mengganti semua kerugian yang telah di
dapatkan oleh pihak yang dirugikan, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen harus lebih
berhati-hati untuk memilih barang yang akan dibeli, kemudian jika terjadi suatu permasalah atau
sengketa didalam transaksi jual beli tersebut di harapkan konsumen setidaknya menyelesaikan
sengeketanya tersebut melalui BPSK.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Hak Atas Informasi, Jual Beli Online
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perlindungan konsumen di Indonesia pada tahun 1970-an
dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat (Non Govermental
Organization), yayasan lembaga konsumen indonesia (YLKI) pada bulan
Mei 1973, dan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K)
pada februari 1988, lembaga-lembaga ini adalah anggota Cunsumers
International (Cl), lembaga-lembaga konsumen ini mempunyai peran
penting yang secara aktif memberikan kontribusi terhadap perlindungan
konsumen di Indonesia.’

Konsumen tersebut memiliki arti penting yaitu merupakan pengguna
bentuk barang dan/atau jasa yang harus diberi atas kepastian, kenyamanan
dan keselamatan terhadap barang yang dikonsumsinya. Perkembangan dan
pertumbuhan dalam dunia perekonomian dewasa ini, menjadi salah satu
aspek penunjang kemakmuran suatu negara. Setiap Negara saat ini
berlomba-lomba meningkatkan perekonomian baik melalui sector industri,
pariwisata, perbankan dan lain sebagainya. Masing-masing indikator
tersebut memiliki peran tersendiri, perbankan juga memiliki peran dalam

meningkatkan perekonomian Nasional suatu Negara.’

'Erna Widjajati, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Wafi Media Tama,
Tanggerang, 2015, him 34

*Anthonius Aldo Rato, Budhiarto, Paramitha Praningtyas, Perlindungan Nasabah
dalam Proses Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artkha Mulya sebagai Bank
gagal. Diponegoro Law Jurnal, 2016, Vol 5(4), him 1-6

1



Menurut salah seorang pendapat ahli yang penulis temui yaitu az
nasution berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas
atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur yang bertujuan untuk
melindungi konsumen, sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur serta
melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan penyedia
barang dan/atau jasa konsumen.®

Konsumen seringkali berhadapan dengan persoalan ketidakpahaman
dirinya atau ketidakjelasan akan pemanfaatan barang dan jasa yang di
sediakan oleh pelaku usaha, hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang
disediakan, konsumen juga di hadapkan dengan posisi yang tidak
seimbang, bahwa posisi konsumen lemah dibandingkan dengan pelaku
usaha, oleh karena itu pemerintah memberikan perlindungan hukum
terhadap konsumen sangat penting untuk membantu suatu masalah baik
masalah hak ataupun masalah kewajiban bagi masing-masing pelaku usaha
dan konsumen, hukum perlindungan konsumen tersebut didasari dengan
adanya Undang-undang No 8 tahun 1999 yang mengatur tentang
perlindungan konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) yang
mengatur atas hal yang mencangkup tentang pelaku usaha dan konsumen,
lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat

Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita

3Abdul Atsar, Rani Apriani, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, CV Budi
Utama, Yogyakarta, 2019, him 9-11



atas transaksi suatu barang dan jasa, UUPK menjamin adanya kepastian
hukum bagi konsumen.*

Perlindungan Konsumen yang sudah diatur dalam Perundang-
undangan Perlindungan Konsumen, dan Upaya hukum terhadap
Persetujuan antara dan upaya bisnis dalam hal terjadi dalam
menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan Pelaku usaha.
Selain di atur di dalam UUPK, Perlindungan terhadap konsumen transaksi
elektronik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE)
dimana dalam melakukan transaksi online memungkinkan pelaku usaha
dapat dengan mudah membodohi konsumen dengan memberikan
informasi yang tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan, maka dari itu
di dalam UU ITE mencangkup seluruh pengaturan yang mengatur tentang
transaksi yang berbasis elektronik, baik pengaturan untuk konsumen
maupun pengaturan bagi pelaku usaha itu sendiri.®

Konsumen yang menganut teori Let The Buyer bahwa posisi pelaku
usaha dan konsumen itu seimbang, sehingga teori ini tidak perlu adanya
regulasi yang melindungi konsumen, teori ini mengatakan bahwa posisi

antara pelaku usaha dan konsumen setara, namun hal ini berbanding

“Ibid, him 10

*Wahyu Simon Tambulon, Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen ditinjau
bagi Konsumen, Jurnal llmiah Advokasi, Vol 4(1) , 53-61, 2016

®Andre Febrian Perdana, Perlindungan HukumTerhadap Konsumen akibat
Kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha di Instagram, Jurnal Kelitbangan, Vol 9
(2), 177, 2021



terbalik dengan keadaan yang dihadapi masyarakat, konsumen sering kali
dirugikan karena kurang mendapatkan informasi terkait barang dan jasa
yang ditawarkan.’

Faktor yang mempengaruhi pelaku usaha dalam melakukan transaksi
online adalah karena biaya pemasaran dan distribusi yang digunakan lebih
sedikit dibandingkan dengan pemasaran langsung tatap muka. Sedangkan
faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan transaksi online
karena lebih mudah, serta menghemat waktu, tenaga, dan konsumen dapat
melakukan perbandingan harga dan barang yang ditawarkan oleh pelaku
usaha.®

Pemanfaatan teknologi internet memberikan kemudahan kepada
setiap kalangan dalam melakukan beberapa hal, salah satunya dapat
melakukan transaksi berbasis online, namun disisi lain terdapat
kelemahannya, dalam melakukan transaksi berbelanja online tidak
langsung bertatap muka secara langsung, pelaku usaha dan konsumen
tidak saling mengenal yang memungkinkan terjadinya ketidakcocok-an
atas informasi barang yang di posting di internet dengan barang aslinya.’

Dalam menjalankan bisnis, salah satunya bisnis online menjadi salah

satu bisnis yang paling umum dijalankan oleh banyak pelaku usaha, hal ini

'NHT Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk
PT,. Panta Rei, Jakarta, 2005, hIm 14

®Rifan Adi Nugraha, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi
Online, terdapat dalam https://www.neliti.com/id/publications/23092/perlindungan-
hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-online.(diakses pada hari Jumat tanggal 1
april 2022 pukul 13.14 WIB)

*Ibid, him 22
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https://www.neliti.com/id/publications/23092/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-online.(diakses%20pada%20hari

dikarenakan lebih mudah dibandingkan melakukan bisnis secara offline.™
Dalam transaksi jual beli online melalui aplikasi terkadang menimbulkan
berbagai permasalahan seperti tidak sesuainya barang yang ditawarkan
dengan barang dan/atau yang sampai kepada konsumen, kurangnya
informasi terkait barang dan/atau jasa yang ditawarkan, kualitas barang
yang tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan konsumen, dan banyak
lagi permasalahan lainnya. Namun hal ini juga terjadi dalam jual beli
melalui salah satu aplikasi berbelanja online kendaraan bekas, penulis
melihat banyak sekali mendapatkan informasi barang yang di jual secara
online tidak sesuai dengan kondisi aslinya hal ini akan merugikan
konsumen, hal ini membuat penulis tertarik mengangkat permasalahan
ini.'* Dalam ajaran agama islam kita sudah diatur bagaimana tatacara
berdagang dengan jujur, netral sebagaimana dalam hadist yang
mengatakan. Dari Ali Bin Abi Thalib radhiallahu’anhu Rasulullah
‘alaihiwasallam bersabda, “Barang siapa yang tidak menepati janji seorang
muslim, maka dia mendapat laknat Allah, Malaikat, dan seluruh manusia.
Tidak diterima darinya taubat dan tebusan”(HR. Bukhari, 1870, dan
Muslim, 1370).*2

Selain UUPK, ada juga Peraturan Pemerintah yang mengatur

permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha, Peraturan

ONatasya Milenizha Irianti, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas
Informasi Palsu dalam Jual Beli, Jurnal llmu Hukum, Vol 10 (1) 64-74, 2021

“Tira Nutfitria, BISNIS JUAL BELI ONLINE DALAM HUKUM NEGARA DAN
HUKUM ISLAM, Jurnal llmiah Ekonomi, Volume 03, Nomor 01, Maret 2017, him 25

https://penaberlian.com/ingkar-janji-dalam -islam-hukum-dan-dalilnya.com
(diakses pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, pukul 10.58 WIB)



https://penaberlian.com/ingkar-janji-dalam%20-islam-hukum-dan-dalilnya.com

Pemerintah tersebut yaitu PP 80/2019 (PMSE), PP ini juga mengatur
permasalahan seperti mengatur tentang pihak-pihak yang melakukan,
persyaratan, penyelenggaraan, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran,
penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang,
penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik,
perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga
pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang
dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen, instansi penyelenggara
negara dengan pelaku usaha atau pribadi dengan pribadi. Peraturan ini juga
berlaku untuk pelaku usaha luar negeri, setiap pedangang wajib memiliki
izin usaha dari kementerian atau lembaga yang sesuai dengan bidang yang
dijalankan, termasuk juga pelaku bisnis Marketplace.*®

Lingkup pengaturan peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2019
tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik didalamnya mencangkup
semua kegiatan Perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan
berbagai model dan jenis sistem komunikasi elektronik, baik yang online
maupun secara off-line. Hal tersebut akan mencangkup hubungan hukum
dalam konteks antara pelaku usaha (business to business) maupun pelaku
usaha dengan konsumen (business to custumer).*

Perkembangan perlindungan konsumen selain diatur dalam

Peraturan Pemerintah PP 80/2019 (PMSE) juga sudah sejak lama di atur

BGalton Elisatris, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan melalui
media Elektronik e commerce, Elips Media, Jakarta, 2009, him 20

¥“Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2004, him 44



dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan negara Republik
Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan makna
dari kata-kata pada pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap
bangsa Indonesia, melindungi dalam halnya termaksud melindungi seluruh
rakyat indonesia dalam melakukan transaksi berbasis online tersebut,
UUPK memilki ketentuan yang menyatakan bahwa setiap UU yang
berkaitan dengan perlindungan konsumen akan tetap berlaku, selama tidak
bertentangan dan sudah diatur khusus dalam UU, serta juga menjamin
bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan juga menjamin barang dan jasa.”

Dalam kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang peraturan
perundang-undangan umum Yyang dapat melindungi hubungan masalah
konsumen dengan penyedia barang atau jasa seperti halnya menyusun
rancangan UUPK vyang diberlakukan dalam Hukum Indonesia. Dalam
sistem hukum Indonesia yang secara khusus mengatur dan melindungi
kepentingan konsumen dapat disebutkan sebagai berikut :

a.  Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam suatu
hubungan hukum dengan penjual, konsumen merupakan pengguna
barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk

diproduksi atau diperdagangkan.

Susanto H, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media Pustaka, Jakarta,
2008, him33



b.  Konsumen memerlukan sarana atau cara hukum tersendiri sebagai
upaya guna melindungi atau memperoleh haknya.®

Dalam siklus perdagangan produsen harus dapat memberikan
perhatian terhadap permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat
memenuhi  kebutuhan-kebutuhan dan keinginan konsumen dalam
melakukan transaksi jual beli. Konsumen yang diperbincangkan dalam hal
ini adalah setiap pengguna jasa atau barang untuk kebutuhan diri sendiri
keluarga, rumah tangga dan semua kebutuhan lainnya. Dalam UUPK
bahwa hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan atau jasa
tersebut, serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, jujur
mengenai kondisi barang dan jasa yang diterima."’

Konsumen yang menganut teori let the buyer beware menyatakan
bahwa posisi pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat
seimbang, sehingga tidak perlu adanya proteksi apapun bagi konsumen,
dan kenyataannya, konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas
mengenai produk yang akan di pakai maupun di konsumsinya.®®

Penyebabnya adalah ketidakterbukaan pelaku usaha mengenai
produk yang akan di jualnya tersebut, yang mungkin di dasari beberapa
faktor yang salah satunya ialah karna takut barang yang akan dijual akan

jatuh atau sangat turun harga jualnya, dan selain itu keterbatasan

Andi Sr Rezky Wulandari, Nurdiyana Tdjudin, Hukum Perlindungan Konsumen,
Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, him 54

Y"Made Dharmawati, Kewirausahaan, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017 ,
Hlm 32

Ibid, him 16



konsumen mengenai produk atau barang yang akan di belinya, akibatnya
konsumen di dikte oleh pelaku usaha, jika konsumen mengalami kerugian,
pelaku usaha dapat dengan ringan berdalih, semua itu karena kelalaian
konsumen sendiri, jadi dalam suatu hubungan jual-beli keperdataan yang
wajib berhati hati adalah pembeli, adalah suatu kesalahan sendiri jika
konsumen sampai membeli atau mengkonsumsi suatu produk yang tidak
layak pakai.'®

Contoh kasus yang penulis temukan dalam wawancara kepada
konsumen yang merasa tidak mendapatkan hak informasinya yang telah
dilanggar pelaku usaha. Konsumen : Nama bapak yang berinisial “F”
merupakan salah seorang konsumen yang melakukan jual beli online
melalui aplikasi Market Place di Facebook. Bapak “F” akan membeli
sebuah motor bekas yang menurutnya sangat bagus dan cocok untuk
digunakan dalam kegiatan sehari-harinya, Bapak “ F” tidak tahu dengan
kondisi motor yang akan di belinya tersebut, dan Bapak “F” pun juga tidak
terlalu ahli mengenai mesin suatu motor tersebut %

Karena telah membaca dan melihat iming-iming yang di buat oleh
suatu pelaku usaha atau penjual di Facebook (marketplace) yang penjual
tersebut mengatakan motor yang akan dijualnya adalah motor yang sangat
bagus, tidak ada kendala sama sekali, mesinnya terawat, ganti oli rutin

selama pemakaian, dan motor itu belum pernah kecelakan dan bongkar

Ylbid, 86-87

“Wawancara Langsung, dengan Bapak Frantama Ramadhan, yang merupakan
Petugas Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
Pada Hari Sabtu tanggal 22 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB
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mesin satu kalipun selama pemakaian dalam jangka waktu pemakaiannya,
dan di situlah akhirnya Bapak “F” sangat tertarik dan ingin membeli dan
memiliki motor tersebut, setelah Bapak “F”’; melakukan percakapan dan
perbincangan melalui via telfon dengan penjual motor tersebut.

Akhirnya Bapak “F” mengunjungi atau melakukan cek kelokasi
penjual motor tersebut, setelah melakukan pengecekan yang memakan
waktu kisaran 30 menit dan melakukan uji coba pemakaian motor bekas
tersebut, dan akhirnya Bapak “F” memutuskan setuju untuk membeli
motor tersebut yang kebetulan body motor tersebut memang masih mulus
cuman ada sedikit gores yang tidak terlalu mengganggu tetapi tidak untuk
mesinnya.

Setelah deal dan melakukan transaksi secara tunai dengan penjual
motor tersebut, dan penjualpun menegaskan kepada bapak “F” Saya
memberikan garansi- motor bekas ini hanya dalam jangka waktu 1 bulan
jika ada masalah atau kendala dengan mesin motor tersebut, lewat dalam
jangka waktu 1 bulan itu bukan tanggung jawab penjual lagi, dengan
kecerobohan dan kurangnya ilmu pengetahuan mengenai mesin motor dan
akhirnya bapak ‘F’ menyetujui aturan yang di berikan oleh penjual.

Dalam selang waktu pemakaian selama 40 hari motor tersebut
mengalami mogok dan tiba-tiba motor tersebut behenti seketika di jalan
waktu sedang di gunakan oleh bapak “F”, atau dalam bahasa lainnya motor
itu mengalami Overheat, dan motor itu pun di bawa ke bengkel resmi

dealer Honda terdekat, setelah dilakukan beberapa kali pengecekan oleh
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teknisi di dealer honda tersebut, ternyata beberapa komponen di dalam
mesin tersebut bukan komponen aslinya atau bukan komponen
Originalnya, oleh karena kondisi mesin tersebut sudah banyak yang di
ganti-ganti, jadi mesin di dalam motor tersebut sudah tidak bisa bertahan
atau di gunakan dengan waktu yang lama, pada akhirnya bapak “F”
mengeluarkan biaya yang besar untuk mengembalikan motor tersebut
kembali ke kondisi bagus atau kondisi originalnya.

Itulah suatu contoh kasus yang di alami oleh konsumen yang
berinisial “F” yang merasa di rugikan hak informasinya karna
ketidakjelasan atau ketidaksesuaian isi deskripsi di pelapak online dengan
contoh barang aslinya dan selain itu bapak “F” pun mengakui
kecerobohannya untuk membeli dan memilih barang yang akan di beli dan
di pergunakan.

Selanjutnya contoh kasus kedua yang penulis temui yakni
wawancara dengan salah satu penjual motor bekas yang memasarkan
produknya melalui aplikasi Marketplace yang tidak ingin namanya di
sebutkan :*

Penjual motor bekas tersebut yang berinisial “O” pernah mengakui
atas kecurangan yang di lakukannya ketika menjual produk motor
bekasnya di aplikasi Marketplace, bapak yang berinisial “O” tersebut ingin
menjual motornya dikarenakan motornya sudah pernah mengalami

kecelakaan dan mengalami shasis dan kerangka motornya patah selain itu

2! Wawancara Langsung dengan Bapak ’O’’ (identitas tidak boleh disebutkan),
pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB
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body motor dan beberapa komponen di dalam mesin motor sudah pernah
di ganti dan tidak memakai barang bawaannya lagi bisa di katakan
beberapa komponen di dalam motor tersebut sudah di ganti dengan barang
yang kw.

Waktu penulis tanyakan kepada bapak “O” kenapa tidak mengganti
dengan barang bawaannya alias barang (originalnya) dan bapak “O” pun
menjawab apabila di ganti dengan barang yang ori itu akan memakan
biaya yang lumayan cukup besar itulah alasan yang di berikan bapak “O”
kepada penulis.

Setelah melakukan rehab shasis atau kerangka motor tersebut dengan
cara di las akhirnya bisa kembali 80% ke bentuk awal dan bisa kembali
digunakan, akan tetapi bapak “O” tidak tertarik dengan motornya tersebut
karna sudah pernah mengalami kecelakaan akhirnya bapak “O” berinisiatif
ingin menjual motornya di aplikasi Marketplace dengan alasan yang
katanya jika dijual ke masyarakat yang berdomisili di daerah tempat
tinggalnya sepertinya akan susah terjual karena orang-orang di sekitar
daerah tempat tinggalnya sudah mengetahui bahwa motor tersebut sudah
pernah kecelakaan.

Maka dari itu bapak “O” berinisiatif menjualnya di aplikasi
Marketplace dengan harapan bisa di beli oleh pembeli di daerah lain yang
tidak mengetahui cacat dari motornya tersebut, akhirnya bapak “O”
memasarkan produk motor bekasnya di aplikasi Marketplace yang isi

informasi di deskripsi motor yang di jualnya yaitu : motor 100% originial,
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surat-surat lengkap, mesin terawat, tidak pernah kecelakaan, sedikit gores
di bagian body motor, di situlah penulis menemui permasalahan hak
informasi yang tidak sesuai dengan barang yang di tawarkan.

Akhirnya ada pembeli di daerah lain yang tertarik dengan motor
bapak “O” setelah melakukan tawar menawar di aplikasi Marketplace
akhirnya pembelipun memutuskan ingin membeli motor bapak “O” dan
bapak “O” berinisiatif mengantarkan motor tersebut lengkap dengan surat-
surat motor yaitu Stnk dan Bpkb ketempat daerah si pembeli dengan
maksud agar pembeli tidak bisa mengetahui alamat rumah bapak “O” jika
terjadi komplain dari si pembeli, akhirnya terjadilah kesepakatan antara
bapak “O’ dengan pembeli yaitu jika motor sudah di beli tidak ada
komplain bagi pembeli dikemudian harinya karna pembeli sudah
melakukan beberapakali pengecekan yang pembelipun sepertinya tidak
begitu ahli dan kurang mengetahui seluk beluk tentang motor.

Kemudian pembelipun menyetujui kesepakatan dari bapak “O” dan
membeli motor tersebut, jadi itulah permasalahan yang penulis temui
ketika melakukan transaksi motor bekas di aplikasi Marketplace yang hak
informasi di deskripsi penjual tidak sesuai dengan barang yang di
tawarkan, dan kurangnya ketelitian dan kehati-hatian bagi si pembeli
ketika memilih dan membeli barang secara online di aplikasi Marketplace.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk lebih lanjut
menjelaskan tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

KONSUMEN  MENGENAI HAK  INFORMASI DALAM
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TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS MELALUI APLIKASI
FACEBOOK”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang
akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap Hak Informasi yang
diperoleh Konsumen dalam melakukan Transaksi jual beli motor
bekas melalui aplikasi Facebook yang diatur dalam UUPK?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha dan penyelesaian
hukumnya atas pelanggaran hak informasi dalam melakukan transaksi
jual beli online yang diatur dalam UUPK ?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan
penelitian penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Hak
Informasi yang diperoleh Konsumen dalam melakukan Transaksi jual
beli motor bekas melalui aplikasi Facebook yang diatur dalam UUPK.

2. Untuk mengetahui  pertanggungjawaban pelaku usaha dan
penyelesaian hukumnya atas pelanggaran hak informasi dalam

melakukan transaksi jual beli online yang diatur dalam UUPK.
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D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang

dapat diharapkan dari penelitian adalah :

1) Manfaat Teoritis

a.

Untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan informasi terkait
tentang perlindungan konsumen atas hak informasi dalam
melakukan transaksi jual beli online

Untuk mengetahui bagaimana hak informasi yang harus dan berhak
didapatkan oleh konsumen

Sebagai salah satu bentuk untuk-memenuhi syarat penelitian dalam

menyelasaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

2) Manfaat Praktis

a.

Sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak
yang berkepentingan sehingga didapatkan kesatuan pandangan
tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli berbasis
online

Bagi masyarakat dengan adanya penulisan proposal ini diharapkan
dapat memberikan manfaat mengenai perlindungan hukum
terhadap konsumen dalam melakukan transaksi berbelanja yang

berbasis online.
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E. Metode Penelitian
Metode adalah cara, pendekatan, atau proses yang untuk
menyampaikan informasi.?> Sedangkan penelitian merupakan suatu
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran
tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala
hukum tertentu, dengan cara menganalisanya.?
1. Sifat Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah Penelitian Dekriptif
yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data tentang
keadaan objek atau masalah yang diteliti berfokus pada norma hukum
positif yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang diatur
dalam UUPK dan berbelanja melalui aplikasi berbasis online yang
diatur dalam Pasal 28 ayat 1 dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016
atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.
2. Metode Pendekatan
Dalam penulisan skripsi ini, Jenis Penelitian yang digunakan
adalah Penelitian Hukum Empiris (empirical law research) atau
disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum

yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (actual

22 Academia, edu. Pengertian Metode, diakses dari
https://www.academia.edu/7368399/Pengertian_metode , (diakses padahari Sabtu tanggal
23 Oktober 2021 pukul 22.35 WIB)

230ejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 2015, Jakarta : Ul Press,
2015, him 46
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behaviour), sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis, yang dialami
setiap orang dalam hubungan hidup dengan masyarakat.*
3. Sumber Data dan Bahan Hukum
a. Data Primer
Data yang bersumber dari data utama. Data utama merupakan
data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari masyarakat,
subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat,
pegawai instansi pemerintahan dan lain sebagainya, pelaku
langsung mendapatkan informasi, data, dan keterangan kepada
peneliti yakni responden dan informan, serta wawancara dengan
narasumber.?
b. Data Sekunder
Data hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan
penjelasan’ mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan
Undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal
dan majalah, atau pendapat para pakar hukum. Data sekunder
dibidang hukum terdiri dari sebagai berikut; %
1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang
mengikat serta menjadi sumber utama dalam penelitian
seperti: UUPK, UU ITE, UUD 1945, Ketetapan MPR,

Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.

*Ibid him. 46

%Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet IV,
Malang, Bayumedia, 2008 , him 141

®Amirudin dan Zinal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet 1,
Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2004, him 19
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2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang
memberikan semua kategori penjelasan mengenai bahan
hukum primer, yang mempunyai fungsi untuk menambah dan
memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan
hukum primer, seperti RUU, Buku-buku, pendapat para
sarjana, hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi,
Jurnal/makalah ilmiah, buku-buku literature yang berkaitan
dengan objek penelitian dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasa terhadap bahan hukum primer maupun
bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa,
ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini,
penulis menggunakan teknik sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas
pertanyaan yang diajukan.?’
Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada

dua orang narasumber yaitu:

"Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda karya,
2014, him 135
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1) Pembeli (Bapak Frantama Ramadhan)
2) Penjual (Bapak berinisial “O”)
b. Observasi
Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas
pengalaman secara langsung, tujuannya adalah mendapatkan
keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendapatkan
keterangan mengenai situasi yang terjadi, kemudian hasilnya
dicatat, teknik observasi yang dilakukan peneliti ini melakukan
pengamatan terhadap penelitian.?
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data, dimana peneliti
menyelidiki  sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah,
dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya yang berkaitan
dengan bahan-bahan untuk melengkapi data penelitian.?
Teknik Pengolahan Data
Pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini dilakukan
dengan mendeskripsikan data, baik berupa data primer atau data

sekunder yang terdiri bahan hukum primer dan sekunder.*

Bbid, him 125
2bid, him 161
lbid him 14
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6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis

kualitatif dengan cara berusaha mengamati gejala hukum tanpa

menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi

yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-

undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.™

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa bagian bab,

dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab, adapun sistematika

penulisannya adalah:

Bab |

Bab Il

: PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan sub-sub bab, latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan mengenai pokok-pokok pembahasan tinjauan umum
penelitian proposal yang berisikan penguraian tentang pengertian,
hak dan kewajiban konsumen, Undang-undang tentang

perlindungan bagi konsumen.

Bab 111 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai pokok-pokok hasil penelitian

dan pembahasan penulisan proposal yang berisikan tentang

#1bid,hlm. 14
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gambaran umum mengenai Perlindungan Konsumen terhadap
Hak Informasi dalam Transaksi Jual Beli Motor Bekas melalui
Aplikasi Online yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang bagian penutup penulisan proposal
yang berisikan penguraian tentang apa yang dapat ditarik
kesimpulan akhir penelitian kemudian memberikan solusi dari
pembahasan hukum yang penulisan teliti dengan memberikan
sumbangsih  pemikiran ~ melalui  poin-poin  saran  dari

permasalahan.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Menurut KKBI konsumen adalah pemakai barang hasil
produksi atau pemakai jasa. Menurut UUPK, Konsumen adalah setiap
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik
utnuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lainya
dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen hanya mengunakan
produk untuk pemakaian saja, bukan untuk diperdagangkan kembali.*?

Menurut Az Nasution konsumen dapat dikelompokan menjadi

2 (dua) diantaranya:

a. Pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa pelayanan jasa yang
memiliki tujuan mendapatkan barang atau jasa untuk diperjualkan
kembali.

b. Pemakai barang dan/atau jasa pelayanan jasa untuk memenuhi
kebutuhan diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar keluarganya.

Dalam melakukan transaksi akan ada hak dan kewajiban
konsumen yang harus berjalan dengan seimbang, agar tidak terjadinya
kesejangan yang menyebabkan sengketa antara kedua belah pihak,

untuk meminimalisir terjadinya hal ini pemerintah memberikan

% Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar
Grafika, Jakarta, 2008, him 5

22
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perlindungan terhadap konsumen. UUPK sangat berperan penting

bagi konsumen dan pelaku usaha saat terjadinya suatu transaksi

perdangangan pada era globalisasi masa Kini sangat berpengaruh

terhadap industri suatu produk yang ditawarkan pelaku usaha,

perlindungan konsumen yang diberikan membantu suatu masalah baik

hak atau kewajiban konsumen dan pelaku usaha.®

Hak Konsumen dalam Pasal 4 UUPK, diantaranya:

a.

Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa

. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau

jasa yang digunakan
Hak untuk mendapatkan advokasi, perliindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

. Hak untk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif

*Sadar M Karano, Mawardi H, Hukum Perlindungan Konsumen di

Indonesia, Akademia Presindo, Jakarta, 2012, him 20
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. Hak untuk mendapatkan konpensasi ganti rugi dan penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan
lainya.

Kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 UUPK,

diantaranya:

a.

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan
dan keselamatan

Beritikad  baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

Mengikuti- upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen.

Disisi lain kewajiban Pelaku usaha sesuai dengan sesuai

dengan Pasal 7 UUPK, diantaranya:

a.

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Memberikan penjelesan penggunaan, perbaikan dan pemerliharaan

Memberikan konpensasi ganti rugi dan/atau pengantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai

dengan perjanjian.
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2. Pengertian Pelindungan Konsumen

Perlindungan secara umum adalah mengayomi sesuatu hal-hal
yang membahayakan atau membawa dampak negatif, sesuatu dapat
berupa kepentingan maupun sesuatu terhadap barang atau benda.
Perlindungan juga memberikan pengayoman kepada seseorang yang
berada dalam kondisi lemah.*

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan
hukum, perlindungan hukum mengandung aspek huku, perlindungan
bukan hanya sekedar fisik, tetapi lebih kepada hak-haknya yang
bersifat abtrak. Perlindungan konsumen memberikan hukum-hukum
tentang hak-hak konsumen, dikarenakan posisi pelaku usaha lebih
kuat dari konsumen.®

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen
yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang bersifat
mengatur serta mengandung sifat yang melindungi kepentingan
konsumen.*

Tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 UUPK,
diantaranya:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen

untuk melindungi diri

*https://pengertian.Perlindungan.uii.ac.id (diakses pada hari Jumat, tanggal
1 Juli 2022 pukul 20.00 WIB)

% Ibid, him 15

% Ibid, him 42



https://pengertian.perlindungan.uii.ac.id/
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b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan
menuntut hak mereka sebagai konsumen

d. Menumbuhkan unsur kepastian hukum dan saling keterbukaan
informasi mengenai barang dan/atau jasa

e. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap keterbukaan dan
kejujuran dalam menawarkan produksinya

f. Meningkatkan kualitas arang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksinya barang dan/atau jasa, kesehatan,
keselamatan, kemanan dan keselamatan konsumen.

Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang ditinjau dari
UUPK seperti halnya konsumen adalah setiap orang pemakai barang
dan/atau barang yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan
diri sendiri, keluarga, orang lain, juga makhluk hidup lainnya.
Perlindungan terhadap konsumen mempertimbangkan materi,
mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan
penggerak untuk produktifitas dan efesiensi produsen atas barang dan
jasa yang di hasilkannya dalam rangka mencari tujuan usaha, dalam
rangka mengejar dan mencapai hal tersebut, pada akhirnya baik
langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya

merasakan dampaknya. Sebagian hasil penelitian menunjukan bahwa
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perlindungan konsumen merupakan suatu keharusan yang di ajukan
terhadap konsumen, karena dalam hal ini telah di atur dalam peraturan
perundang-undangan perlindungan konsumen.®’

Dalam upaya Hukum terhadap persetujuan antara dan upaya
bisnis dalam hal menyelesaikan sengketa melalui gugatan yang di
ajukan oleh salah satu pihak, namun demikian, pernyataan non-litigasi
dapat dilakukan dengan berberapa cara, misalnya dalam Konsiliasi,
Mediasi dan Arbitrase.

Hukum diciptakan sebagai sarana untuk mengatur hak serta
kewajiban subyek hukum, perlindungan hukum muncul terkait karena
adanya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga
munculah - konsep perlindugan hukum- bagi masyarakat. Hukum
berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelanggaraan
hukum akan terjadi apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka
pihak ini akan diberikan pelindungan hukum. Perlindungan hukum
dibedakan menjadi dua yaitu :*

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum secara Preventif dilakukan dengan
Pemenuhan hak-hak konsumen dan pemenuhan kewajiban pelaku
usaha yang di atur dalam Pasal 4 dan 5 UUPK, masyarakat akan

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau menyatakan

¥"Ibid, him 46

®Wayan Gede Asmara dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Konsumen atas Informasi Produk Import, Jurnal Analogi Hukum, Bali Vol 1 (1)
Januari 2019
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pendapatnya. Pelindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah
terjadinya sengketa.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan Hukum vyang bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa, jika penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak
tercapai, maka dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa melalui
pengadilan atau di luar pengadilan sesuai Pasal 148 UU PKP dan
memberikan suatu argumentasi yang berkaitan dengan upaya hukum
yang dapat dilakukan dalam hal terjadinya sengketa diantara pihak.™
Dalam mengkaji dari beberapa aspek hukum dari perlindungan
konsumen terdapat 3 aspek yaitu: *°
1) Aspek Keperdataan
Hukum perdata yakni dalam arti luas , termasuk hukum perdata,
hukum dagang serta kaidah-kaidah keperdataan yang termuat
dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan lainnya.
Kesemuanya itu baik hukum perdata tertulis maupun hukum
perdata tidak tertulis (Hukum adat). Dalam kaidah-kaidah hukum
perdata pada umumnya termuat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum perdata (KUHPerdata). Di samping itu, tentu saja juga
kaidah-kaidah hukun perdata adat, yang tidak tertulis, tetapi di
tunjuk oleh pengadilan-pengadilan dalam perkara-perkara

tertentu.

*Erman Ramelan, Perlindugan Hukum bagi Konsumen Pembeli, Aswaja
Presindo, Yogyakarta, 2015, him 13
“Ibid, him 77
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2) Aspek Hukum Publik

3)

Hukum publik yang dimaksud adalah hukum yang mengatur
hubungan antar Negara dan alat-alat perlengkapanya atau
hubungan negara dengan perorangan. Termasuk didalamnya
hukum publik dalam kerangka hukum konsumen dan hukum
perlindungan konsumen yang merupakan hukum administrasi
negara, hukum pidana. Hukum acara pidana, hukum acara perdata
dan hukum Internasional khusunya hukum perdata Internasional.
Hukum dalam Perlindungan Konsumen

Pada era perdagangan bebas dimana arus barang dan/atau jasa
dapat masuk ke semua negara dengan bebas dan mudah, maka
yang seharusyna terjadi adalah persaingan yang jujur, maksudnya
suatu persaingan dimana konsumen dapat memiliki barang
dan/atau jasa karena jaminan kualitas harga yang wajar sesuai
kondisi barang. Oleh karena itu pola perlindungan konsumen
perlu di arahkan pada pola kerjasama antar negara, antar semua
pihak yang berkepentingan agar terciptanya suatu model
perlindungan yang harmonis yang harmonis berdasarkan
persaingan jujur.*

Pada era perdagangan bebas di mana arus barang dan jasa

dapat masuk ke semua negara dengan bebas, maka yang seharusnya

* Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta,

2006, him 13
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terjadi adalah persaingan jujur. Persaingan jujur adalah suatu
persaingan di mana konsumen dapat memiliki barang atau jasa karena
jaminan kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, pola
perlindungan konsumen perlu di arahkan pada pola kerja sama antar
negara, antar semua pihak yang berkepentingan agar terciptanya suatu
model perlindungan yang harmonis berdasarkan atas persaingan
jujur.®?

Sampai saat ini secara universal di akui adanya hak-hak
konsumen yang harus di lindungi dan di hormati, yaitu:
1) Hak keamanan dan keselamatan
2) Hak atas informasi
3) Hak untuk memilih
4) Hak untuk di dengar
5) Hak atas lingkungan hidup

Pada dasarnya, dalam era pasar bebas dapat di kaji dari dua
pendekatan, ini tentu saja berkaitan dengan aspek hukum
perlindungan konsumen, yaitu dari sisi domestik dan dari sisi pasar
global. Keduanya harus di awali dari sejak barang dan jasa
diproduksi, didistribusikan, dipasarkan dan di edarkan sampai barang
dan jasa tersebut di konsumsi oleh konsumen.*?

Hukum perlindungan konsumen selain dari tiga aspek

perlindungan hukum konsumen diatas atas, ada juga hukum

“2 |bid, him 42
Az Nasution, KonsumendanHukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
1995, him 37
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kepemilikian harga serta informasi terkait dengan promosi melalui
iklan di media cetak, elektronik dan media luar ruang, serta
memberikan informasi mengenai lokasi, status hukum kepemilikan,
harga dan cara pembayaran, dan waktu penyerahan.**

Dalam pasal 9 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha
dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang
dan/atau jasa dengan tidak benar atau seolah-olah barang tersebut
telah memenuhi atau memiliki standar mutu dalam keadaan baik, tidak
cacat tersembunyi, cacat tersembunyi yang dimaksudkan adalah cacat
yang sedemikian rupa adanya sehingga tidak kelihatan dengan mudah
oleh seseorang atau pembeli yang normal, mengenai kewajiban
penjual untuk menanggung cacat tersembunyi (hidden defects)
sebagaimana ditentukan dalam pasal 1504 KUHPerdata dapat
diterangkan bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat
tersembunyi pada barang yang di jualnya, yang menyebabkan barang
tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau
cacat yang mengurangi pemakaian itu, atas kewajiban menanggung
ini, penjual bertanggung jawab terhadap segala tuntutan pembeli atau
pun pihak ketiga yang berkenaan dengan barang yang dijualnya,
sehingga pembeli dapat menuntut dari si penjual, untuk macam-

macam tuntutannya dapat dilihat pada pasal 1496 KUHPerdata.*®

“1bid,him 34
“1bid, him 79
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B. Tinjauan Hukum terhadap Hak atas Informasi dalam Jual Beli
Online

Pemenuhan hak atas informasi datur dalam UUPK yang terdapat
dalam pasal 4 (empat) bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi
yang sebenar-benarnya, jelas dan jujur terkait barang dan/atau jasa yang
ada serta sesuai dengan jaminannya. Dalam pasal 7 (tujuh) UUPK bahwa
pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan informasi yang sebenar-
benarnya, sejelas-jelasnya dan jujur terkait kondisi barang dan/atau jasa
yang ada sesuai jaminan, perbaikan dan pemeliharaan.

Informasi yang benar, jelas, dan jujur konsepnya adalah:

1. Informasi benar adalah memberikan spefikasi suatu barang dan/atau
jasa yang tertera pada label atau iklan harus sesuai dengan keaslian
barang dan/atau jasa tersebut atau disebut dengan real picture (gambar
nyata)

2. Informasi yang jelas adalah informasi yang diberikan harus mudah
dimengerti dan ddipahami oleh konsumen, kondisi barang harus sesuai
dengan dengan kondisi nyata barang tersebut

3. Informasi yang jujur adalah informasi mengenai barang dan/atau jasa
yang disampaikan tidak ada yang ditutupi, dibohongi atau kecurangan

terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan.*°

“*®1bid, him 56
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Informasi yang benar, jelas, dan jujur tujuannya adalah untuk
menghindari terjadinya kemungkinan itikad tidak baik oleh pelaku usaha
yang mengakibat kerugian terhadap konsumen. Jika hak atas informasi
tersebut lalai maka bisa dikatakan informasi tersebut tidak jelas, informasi
yang disampaikan pelaku usaha akan berpengaruh terhadap konsumen
dalam membeli barang dan/atau jasa.*’

Hak konsumen terdiri dari:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut dengan nilai dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan

4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patur

5. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi

yang sebenar-benarnya kepada konsumen, agar antar pelaku usaha dan

“Ibid, him 33
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konsumen tidak terjadi perselisihan, serta memberi kemudahan kepada
konsumen dalam memilih barang dan/atau jasa yang dipilih.*
a. Hal-hal yang berkaitan dengan informasi

Untuk konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa
merupakan kebutuhan pokok, sebelum ia menggunakan sumber dananya
(gaji, upah, honor, atau apapun nama lainnya) untuk mengadakan transaksi
konsumen tentang barang dan/atau jasa tersebut adalah penting adanya.
Dengan transaksi, maka terjadilah hubungan hukum (jual beli, beli-sewa,
sewa-menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya) tentang produk
konsumen dengan pelaku usaha itu. Meliputi tentang ketersediaan barang
atau jasa yang di butuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk,
keamanannya, tentang berbagai persyaratan dan cara memperolehnya,
tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, dan lain-
lainnya.

Kalangan pengusaha pun sebagai (penyedia dana, produsen,
importir, atau lain-lain pihak yang berkepentingan), di ketahui sumber-
sumber informasi itu umumnya terdiri dari berbagai bentuk iklan baik
melalui media non-elektronik atau elektronik, label termasuk pembuatan
berbagai selebaran, seperti brosur, pamflet, katalog, dan lain-lain sejenis
dengan itu. Bahan-bahan informasi ini pada umunya disediakan atau
dibuat oleh kalangan usaha dengan tujuan memperkenalkan produknya,

mempertahankan, dan/atau meningkatkan pangsa pasar produk yang telah

8 Abdul halim barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen, ctk pertama,
FH Ul Press, yogyakarta, 2009, him 219
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dan/atau ingin lebih lanjut diraih, adapun label merupakan informasi yang
di wajibkan oleh peraturan perundang-undangan tertentu.
b. Beberapa Bentuk Informasi

Di antara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen
yang di perlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat
ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama
dalam bektuk iklan di Sosial media atau label, tanpa mengurangi pengaruh
dan berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.

Iklan adalah bentuk informasi yang umumnya bersifat sukarela,
sekalipun pada akhir-akhir ini termasuk juga yang di atur di dalam UUPK
(Pasal 9,10,12,13, 17, dan Pasal 20).

. Tinjauan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online

Transaksi jual beli online melalui aplikasi Marketplace yang
disediakan oleh aplikasi Facebook merupakan sebuah jaringan komputer
yang saling terhubung antara satu dengan lainnya. Dalam satu jaringan
tersebut terdapat suatu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja
dalam satu sistem komunikasi elektronik.*’

Kegiatan jual beli online ini membawa dampak positif kepada
pelaku usaha dan konsumen, memberikan kemudahan dalam menawarkan
barang dan/atau jasa. Dan konsumen memudahkan dalam berbelanja serta

memiliki banyak pilihan.

9 Ibid, him 3
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Facebook merupakan sebuah aplikasi media sosial dan layanan
jejaring sosial online Amerika yang dimiliki oleh Meta Platforms yang
didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg. Facebook memiliki
jejaring sosial media yang saling menghubungkan seluruh penggunanya
diseluruh dunia.

Pada dasarnya Marketplace adalah sebuah pasar yaitu tempat
terjadinya aktifitas ekonomi, menjual, membeli barang dan/atau jasa.
Marketplace adalah. Sebuah pasar elektronik tempat terjadinya kegiatan
jual beli barang dan/atau jasa. Pada dasarnya aplikasi Marketplace tidak
memiliki barang dan/atau jasa, tetapi menjadi wadah bagi pelaku usaha
untuk menjual produknya, dan tempat berbelanja bagi konsumen.>*

Marketplace adalah model bisnis baru yang berkembang dengan
seiringan berkembangnya infrastruktur teknologi informasi, Marketplace
memberikan kemudahan bagi setiap penggunanya untuk menawarkan
produk barang dan/atau jasa untuk ditawarkan pelaku usaha kepada
konsumen.

Ada 3 (tiga) jenis Marketplace :
1. Vertikal Marketplace adalah jenis Marketplace yang hanya menjual

satu buah jenis produk yang berasal dari berbagai sumber

S%http://dianisa.com/pengertian-facebook/ (diakses pada hari Jumat pada tanggal
1 Juli 2022, pukul 19.56 WIB)

1| Putu Artya dkk, Efektifitas Market Place dalam meningkatkan konsentrasi
Pemasaran dan penjualan produk bagi UMKM di Jawa Timur

*2pahlevi, Jenis-jenis Market Place, Pengertian Marketplace dan jenis-jenisnya,
https://www.pahlevi.net/pengertian-marketplace. (diakses pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli
2022, Pukul 21.00 WIB)



http://dianisa.com/pengertian-facebook/
https://www.pahlevi.net/pengertian-marketplace
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2. Horizontal Marketplace adalah jenis Marketplace yang menjual
berbagai jenis produk dari berbagai sumber, dengan semua produk yang
dijual masih saling memiliki keterkaitan satu dengan lainnya

3. Marketplace Global adalah hampir sama dengan Horizontal yang
menjual semua jenis produk dari berbagai sumber.

Marketplace memberikan beragam pilihan produk yang bervariasi
sehingga konsumen dapat menentukan produk sesuai dengan
keinginannya, selain memberikan kemudahan kepada konsumen dan
memberikan peluang keuntungan kepada pelaku usaha. Melalui
Marketplace memberikan jangkauan yang luas untuk konsumen dalam

berbelanja dan juga kepada pelaku usaha.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Hak Informasi yang diperoleh Konsumen

dalam melakukan Transaksi jual beli motor bekas melalui Aplikasi

Facebook yang di atur dalam UUPK

1.

Latar Belakang Adanya Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Informasi yang di peroleh Konsumen dalam melakukan Transaksi
berbasis Online

Dalam hal ini yang melatar belakangi pemerintah indonesia untuk

melahirkan UU tentang perlindungan konsumen vyaitu UUPK dan
khususnya UU yang mengatur tentang transaksi elektronik yakni UU ITE,
PP No. 80 Tahun 2019 PMSE kemudian PP No 71 Tahun 2019 PSTE
yang UU tersebut memiliki kaitan antara satu sama lain yang tujuannya
untuk melindungi dan mengatur segala bentuk masalah dan sengketa yang
terjadi antara pembeli dengan penjual ataupun pelaku usaha dengan
konsumen yang mana di antara salah satu pihak tersebut terdapat hak-hak
dan kewajibannya tidak terpenuhi oleh pihak konsumen maupun pelaku
usaha yang menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak tersebut,
maka lahirnya dan di sahkan UUPK pada tanggal 20 april 1999, kemudian
setelah berkembangnya era teknologi pada saat ini, sebagian dari pelaku
usaha dan konsumen sudah banyak melakukan transaksi jual beli
keperdataan melalui internet, traksaksi jual beli tersebut banyak di
lakukan melalui aplikasi sosial media seperti facebook, instagram, dan

aplikasi sosial media lainnya yang penjual bisa mengupload foto barang

38
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yang akan di jualnya serta mempromosikan dan mencantumkan deskripsi
dari barang dan atau/jasa yang akan di perjual belinkanya di aplikasi
tersebut, sehingga terjadilah suatu peristiwa jual beli keperdataan yang
dimana dalam peristiwa tersebut terjadi beberapa permasalahan dan
sengketa yang di alami oleh pelaku usaha dengan konsumen baik
permasalahnya berupa barang dengan kondisi cacat tersembunyi maupun
ada beberapa hak yang di langgar dan tidak di penuhinya hak yang harus
di dapatkan oleh konsumen dari pelaku usaha, seperti contoh kasus yang
penulis temui dari hasil wawancara dengan narasumber dari penelitian ini.

Kemudian < sehubungan dengan = banyaknya permasalahan-
permasalahan yang terjadi antara penjual dengan pembeli dalam
hubungan jual beli yang berbasis elektronik tersebut maka pemerintah
melahirkan dan mengesahkan UU ITE pada tanggal 21 april 2008, dan di
susul dengan PP No 80 Tahun 2019 PMSE pada tanggal 20 November
2019, kemudian PP No 71 Tahun 2019 PSTE yang di dalam undang-
undang tersebut terdapat beberapa pasal yang terkait dengan
permasalahan yang penulis temui dari contoh kasus dari wawancara
dengan narasumber di dalam penelitian ini.

Beberapa contoh pasal yang dilanggar oleh penjual di dalam contoh
kasus yang penulis temui dari hasil wawancara dengan narasumber
tersebut yaitu di dalam pasal 13 ayat (1) huruf b. PP No 80 tahun 2019

menjelaskan bahwa dalam setiap perdagangan melalui sistem elektronik
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pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang akan di
perdagangkan, kemudian pada pasal 33 ayat (2) menyatakan dalam hal
iklan elektronik di sampaikan melalui sarana PPMSE dalam negeri
dan/atau luar negeri, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri
wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan
konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang
sehat, maka dari itu, itu lah beberapa contoh pasal yang dilanggar dari
contoh kasus yang penulis temui dari narasumber karena telah
mempromosikan suatu jenis barang berupa kendaraan bekas yang hak
informasi konsumen di dalam deskripsi suatu barang tersebut telah di
langgar oleh si penjual dan tidak di penuhinya hak-hak yang harus di
terima oleh konsumen dari si penjual tersebut yang akhirnya sangat
merugikan konsumen.

Kemudian terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi si
penjual dalam contoh kasus yang penulis temui dari hasil wawancara
dengan si penjual yang telah merugikan pembelinya dan melanggar
pasal-pasal di atas yaitu bahwa si penjual motor mengatakan terkait
memberikan informasi kepada konsumen, bahwa seringkali memberikan
informasi yang tidak benar, “Bapak berinisial "O" menjelaskan, jika kami

terlalu jujur, maka kami akan sulit menawarkan barang yang kami jual,
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kebanyakan para konsumen mencari harga yang murah, tetapi meminta
kualitas yang tinggi, tetapi kami tidak menjual kendaraan bekas yang
tidak layak, tetapi hanya memiliki minus-minus tetapi kami bilang kondisi
baik. Namanya motor bekas tidak ada yang seperti baru, kamipun kadang
membeli motor dari orang lain dengan kondisi banyak perbaikan. Bapak
"O" menjelaskan jika ada konsumen yang komplain, maka kami
melakukan perbaikan atau membawanya ke bengkel, biasanya kami
memberikan garansi selama 1 bulan setelah motor dibeli.*®

Dari kasus Jual Beli diatas disini dapat terlihat jelas bahwa pelaku
usaha tidak memberikan informasi yang tidak jelas dan tidak jujur
mengenai barang yang dijual, hal ini sudah diatur dalam UUPK, namun

penjual motor tersebut mengabaikannya.

2. Prosedur Perlindungan Hukum terhadap Hak Informasi yang

diperoleh Konsumen dalam melakukan transaksi jual beli motor
bekas melalui aplikasi Facebook.
Prosedur perlindungan hukum yang seharusnya di dapatkan oleh

pembeli yang terdapat di dalam contoh kasus penelitian penulis ini yaitu di
dalam Pasal 48 ayat (3) PP PSTE bahwa pihak yang dirugikan untuk dapat
mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika

terdapat cacat tersembunyi terhadap barang yang di terimanya tersebut.

5% Wawancara Lansung, dengan "O" (identitas tidak ingin disebutkan), yang
merupakan salah seorang pedagang Kendaraan Bekas di Aplikasi MarketPlace di tinggal
Kota Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB
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Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi pada contoh
kasus dari wawancara dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP
PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahannya
dengan penjual tersebut, karena terkait dengan perlindungan konsumen
pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE vyaitu “Setiap orang melakukan
pemberitaan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan secara hukum”, dan
pada Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang
menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan
informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak,
produsen, dan produk yang di tawarkan.

Pada ayat berikutnya lebih di tegaskan lagi bahwa Pelaku usaha
wajib memberikan kejelasan informasi tentang jika barang yang diterima
tidak sesuai dengan yang di perjanjikan, maka penjual wajib memberikan
batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang apabila tidak
sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

Selain kedua ketentuan tersebut apabila barang yang diterima tidak
sesuai dengan informasi di deskripsi barang maupun tidak sesuai dengan
foto pada iklan yang di posting seperti contoh kasus penulis di dalam
aplikasi Marketplace, maka pembeli juga dapat menggugat penjual
tersebut secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi
jual beli motor bekas melalui aplikasi Marketplace yang di lakukan

dengan penjual.
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Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya tentang “Hukum
Perjanjian”, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa
4 macam kondisi yaitu:>*

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Melaksanakan apa yang di janjikan, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh di lakukannya.

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka pihak
pembeli yang dirugikan dalam contoh kasus dari wawancara penulis
dengan narasumber dapat menggugat penjual online dengan dalih
terjadinya wanprestasi karena menurut pengakuan dari narasumber pihak
pembeli di dalam contoh kasus, barang yang diterimanya tidak sesuai
dengan barang yang di informasikan atau di tuliskan di deskripsi iklan dari
barang yang di jual oleh pembeli di aplikasi Marketplace.

Kemudian menurut analisa penulis, jika prosedur perlindungan
hukum mengenai UU dan pasal yang di langgar oleh penjual online di
aplikasi Marketplace sesuai dengan contoh kasus yang penulis temui jika
di kaitkan dengan UUPK, maka di dalam contoh kasus tersebut terdapat
hak konsumen yang dilanggar oleh si penjual motor bekas di aplikasi

Marketplace, sesuai dari hasil wawancara dengan narasumber pihak

 Subekti, R. Prof, S.H. Hukum Perjanjian, Cetakan ke-VIII, PT Intermasa,
Jakarta 2000, him 55
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pembeli yang di rugikan bahwasanya, informasi terkait dengan barang
yang di jual oleh si penjual di aplikasi tersebut bahwa deskripsi informasi
barang tidaklah cocok atau tidak sesuai dengan keadaan barang aslinya
ketika sudah di beli dan di pergunakan oleh si pembeli atau barang
tersebut terdapat cacat tersembunyi di kemudian harinya, alhasil si
pembeli tersebut kecewa dan tidak terima atas perlakuan dari si penjual
karena merasa terdapat haknya sebagai konsumen di langgar oleh si
pembeli, kemudian si penjual berupaya untuk menghubungi dan meminta
kejelasaan atas kerugian yang dia dapatkan dari si penjual tersebut.

Setelah penulis telaah lebih jauh mengenai pasal UUPK yang di
langgar oleh si pembeli yaitu terdapat pada pasal 4 huruf (c) UUPK
tentang Hak konsumen yaitu “Hak informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;” dan di dalam Pasal 7
huruf (b) UUPK tentang kewajiban dari si pembeli tersebut yaitu”
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;”.

Kemudian di dalam Pasal 9 ayat (1) juga terdapat larangan yang di
langgar oleh penjual vyaitu pelaku wusaha dilarang menawarkan,
mempromosikan, mengiklankan duatu barang dan/atau jasa secara tidak
benar , dan/atau seolah-olah khusunya pada huruf (f) yang berbunyi

“barang tersebut tidak cacat tersembunyi”, padahal pengakuan dari
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narasumber pembeli yang dirugikan bahwa barang tersebut banyak
terdapat cacat tersembunyi, jadi kembali kita mengacu kepada point utama
dari bagaimana prosedur hukumnya yang mengatur permasalahan ini jika
di kaitkan kepada UUPK, maka konsumen sesuai dengan pasal 4 huruf h
UUPK berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian
apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian
atau di sebagaimana mestinya. Sedangkan pelaku usaha itu sendiri sesuai
pasal 7 huruf g UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi atau
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima di manfaatkan
tidak sesuai dengan perjanjian.

Kesimpulan dari Prosedur Perlindungan Hukum terhadap Hak
Informasi yang diperoleh Konsumen dalam melakukan transaksi jual beli
motor bekas melalui aplikasi Facebook di dalam contoh kasus yang
penulis temui ini adalah pembeli dalam contoh kasus ini harus diberikan
berbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai
kemungkinan yang akan merugikan pihak pembeli itu sendiri dari si
penjual yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi jual-
beli secara online, karena transaksi secara online tersebut harus terdapat
itikad baik dari awal baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual
itu sendiri.

Jika para pihak konsumen seperti dalam contoh kasus penulis yang

melakukan transaksi berbasis online di aplikasi Marketplace terdapat
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permasalahan maka dapat menggunakan sarana UUPK yang mana sebagai
acuan dan pedoman bagi konsumen terutama untuk memperjuangkan hak-
haknya untuk melindungi kepentingannya, dan tidak menutup
kemungkinan juga misalnya penjual tersebut mendapati pembeli yang
tidak beritikad baik dapat menyelesaikan hal tersebut dalam proses yang
serupa, kemudian terkaid untuk penyelesaian sengketa dari contoh kasus
yang penulis temui, sebenarnya bisa di selesaikan secara litigasi atau
melalui jalur pengadilan dan secara non litigasi atau di luar pengadilan
seperti melaporkannya ke BPSK, menurut hasil wawancara yang penulis
temui si penjual yang telah mengakui kesalahannya kepada si pembeli
takut dan tidak mau memperpanjang permasalahan melalui jalur
pengadilan dan jalur hukum, dan berjanji serta meminta maaf yang
sebesar-besarnya kepada pihak yang dirugikannya untuk tidak mengulangi
kesalahanya tersebut dan mengganti semua kerugian yang di dapati oleh
pihak yang dirugikannya.

. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dan Penyelesaian Hukumnya atas
Pelanggaran Hak Informasi dalam melakukan Transaksi Jual beli
online yang di atur dalam UUPK

Dasar pembebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen
adalah adanya Negligence yaitu adanya suatu perilaku yang tidak sesuai
dengan kelakuan (standard of conduct) yang di tetapkan oleh Undang-
undang dan adanya duty of care (kewajiban memelihara kepentingan orang

lain), kemudian prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) tidak
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mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi
pelaku usaha langsung bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan
oleh produknya yang cacat.”

Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul
kerugian pada konsumen seperti contoh kasus yang penulis temui ini,
karena si pembeli telah mengkonsumsi suatu produk dari si penjual (motor
bekas) yang memiliki cacat tersembunyi yang mengakibatkan kerugian
dari si pembeli, oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian
tersebut sebagaimana yang sudah di atur dalam Pasal 19 UUPK yang
menyatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian
yang di dapati oleh konsumen itu sendiri yang bentuk prosedur
pertanggungjawabannya sudah tercantum pada poin-point yang terdapat
pada Pasal 19 UUPK.

Terhadap kebenaran pelaku usaha telah menyebabkan kerugian
konsumen yang sebagaimana telah di atur dalam pasal 28 UUPK yang inti
pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam
memberikan ganti kerugian dapat berupa:

1. Pengembalian uang;
2. Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
3. Perawatan kesehatan; dan

4. Pemberian santunan.

% bid, him 62
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Implementasi dan penerapan dari poin-poin yang tercantum pada
pasal 28 UUPK tersebut sudah sebagian di laksanakan atau di penuhi oleh
penjual yang telah mengaku merugikan pembeli dalam hasil wawancara
penulis, yang dia menyatakan dia akan mengganti kerugian terhadap
barang berupa penggantian suku cadang barang yang bermasalah atau
rusak pada kendaraan bekas tersebut, kemudian dia akan mengganti biaya
transportasi dari si pembeli karna sudah jauh-jauh mengunjunginya,
kemudian kesepakatan dan permintaan maaf yang di tawarkan oleh si
penjual motor bekaspun di setujui oleh si pembeli tersebut.

Adapun beberapa kriteria atau tolak ukur barang dan/atau jasa yang
menjadi tanggung jawab pelaku usaha yang menyebabkan kerugian
konsumen diantaranya :

1. Barang dalam kondisi cacat

Barang yang cacat merupakan barang yang tidak sesuai dengan
kondisinya, mengalami kerusakannya, barang tersebut tidak sesuai
dengan standar pembuatannya. KUHPerdata yang mengatur mengenai
produk yang cacat dalam pasal 1504 sampai dengan pasan 1512, yang
disebut dengan cacat tersembunyi, maksudnya adalah barang yang
penggunaan-nya tidak sesuai lagi dengan tujuan semestinya. Pelaku
usaha harus bertanggung jawab atas cacat terhadap barang tersebut,
Pelaku usaha harus bersedia mengembalikan barang dan/atau jasa
sesuai harga dan jika tetap memiliki barang yang dibeli bersedia untuk

melakukan ganti rugi.
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2. Bahan yang berbahaya
Bahan berbahaya dapat merugikan konsumen secara massal, hal ini
disebabkan oleh Kketidaktahuan dan terhadap jenis barang yang
berbahaya, oleh karena itu konsumen harus bersifat teliti dalam memilih

barang.

Seperti contoh kasus dalam hasil wawancara dengan si pembeli
kurangnya ketelitian si pembeli dan ilmu pengetahuan mengenai
kendaraan yang akan di belinya, sipembeli membeli kendaraan bekas
melalui aplikasi online tergiur dengan gambar barang dan keterangan
barang di lampiran penawaran, ketika barang sampai dan digunakan dalam
selang waktu satu minggu motor tersebut ternyata memiliki kendala yang
lumayan rumit. Karena kurangnya Kketelitian dan ilmu pengetahuan
mengenai barang yang akan dibeli, si pembelipun mendapat imbasnya atas
kurangnya ketelitiannya terhadap ~memilih  barang yang akan di

pergunakannya dan akhirnya merugikan dirinya sendiri.

Tanggung jawab pelaku usaha adalah kewajiban yang mengikat
kegiatan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha
memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian konsumen akibat
perbuatan pelaku usaha. Tanggung Jawab (Product Liability) adalah suatu

tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan
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produk dari orang atau badan suatu produk dalam mendistribusikan
produk.*®

Dalam masalah ini terdapat kasus pelanggaran yang terjadi antara si
penjual dan si pembeli, yang kronologi yang terjadi adalah si pembeli
membeli satu unit motor lewat aplikasi Marketplace yang dalam
deskrpisinya ada sedikit kekurangan dalam kondisi motor tersebut, yang
mana kekurangan dari motor yang di cantumkan di deskripsi iklan penjual
masih bisa di terima oleh si pembeli.

Setelah si pembeli membeli motor tersebut lalu si pembeli
melakukan pengecekan motor melalui beberapa bengekel dan ternyata
kondisi dari motor tersebut adanya kerusakan dalam mesin motor. Disini
sipembeli merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan deskripsi yang
dicantumkan di Marketplace.

Seperti halnya pertanggungjawaban yang di berikan oleh si penjual
di dalam contoh kasus wawancara dengan narasumber yang penulis temui
bahwa si penjual tersebut yang awal mulanya sempat menghilang waktu
ketika di hubungi oleh si pembeli karena si pembeli merasa di rugikan dan
tidak menerima apa yang di lakukan oleh si penjual, yang si pembeli
ketika penulis wawancarai dia memang tertarik dengan motor yang di
iklankan oleh si penjual, kebetulan si pembeli tersebut memang sedang
mencari kendaraan untuk di pakai melakukan aktifitas dan kegiatan sehari-

hari.

% Ibid, him 34
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Sewaktu melakukan wawancara dengan si pembeli tersebut, penulis
meberikan saran kepada sipembeli “kenapa anda tidak membeli kendaraan
baru saja” karena jika membeli kendaraan baru, sudah dapat di pastikan
keamanan, kenyamanan, dan fasilitas dan kesehatan terhadap motor
tersebut sudah di pastikan bagus.

Kemudian kata si pembeli memang dia sangat menginginkan motor
yang baru akan tetapi pada saat itu dia hanya memiliki uang dan dana yang
pas-pasan maka dari itulah dia ingin mencari dan membeli kendaraan
bekas di aplikasi Marketplace yang teman-temannya yang lainpun
kebanyakan meyarankan si pembeli mencari kendaraan bekas di aplikasi
Marketplace, karna sebagian dari teman-temannya sudah banyak membeli
barang di aplikasi Marketplace tersebut, dengan alasan dan sebab itulah
kenapa si pembeli membeli kendaraan bekas di aplikasi Marketplace.

Kemudian setelah menelusuri berbagai macam dan ragam contoh
kendaraan bekas yang di jual di aplikasi Marketplace, akhirnya si pembeli
menemukan satu kendaraan yang menurutnya cocok untuk di pakai dalam
kegiatannya sehari- hari, alhasil setelah mengecek dan men-scroll
beberapa foto kendaraan yang di upload oleh beberapa penjual dan
membaca informasi dari kondisi dan keadaan dari motor bekas yang di
tawarkan si pembeli dalam aplikasi tersebut, si penjual pun menchat si
pembeli lewat chatting yang di sediakan oleh aplikasi Marketplace, yang
kegunaannya bila pembeli tertarik dengan iklan atau barang yang di

iklankan oleh si penjual, si pembeli dapat melakukan percakapan dengan si
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penjual dengan satu ketukan dan dapat memulai tawar menawar harga
barang di bagian chatting tersebut.

Setelah sekian lama si pembeli melakukan percakapan dengan si
penjual di aplikasi chating , si pembelipun meminta nomer handphone dan
nomor whattsap dari si penjual, dengan maksud dia memang ingin
bersungguh-sungguh tertarik dan serius untuk ingin membeli motor bekas
yang di iklankan oleh si penjual di aplikasi Marketplace, setelah sekian
lama si pembeli berbincang-bincang dan menelfon si penjual dengan
nomor whatsappnya kemudian si penjual memang telah menegaskan
motor yang di jualnya di aplikasi Marketplace memang lah motor bekas
akan tetapi motor tersebut masih bagus, mulus, dan dalam bahasa gaulnya
second like new.

Motor tersebut motor terawat, motor kesayangan, selama
pemakaian, dia tidak pernah terlambat melakukan perawatan berupa
service pada motor tersebut dan penggantian oli pun selalu tepat waktu,
dan suku cadang yang terdapat di dalamnya masih 80% original yang
memang asli barang bawaannya, ujar dari si penjual motor untuk
meyakinkan si pembeli agar mau untuk membeli motor bekasnya.

Akhirnya setelah berfikir secara matang si pembelipun setuju untuk
membeli motor bekas tersebut dan mengatur waktu dan hari yang cocok
untuk bertemu dengan si penjual dan mengecek kondisi dari motor bekas
itu, tanpa berfikir panjang si penjual menawarkan bahwa dia bersedia

untuk mengantarkan motor tersebut langsung kerumah si pembeli tanpa
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harus si pembeli repot-repot untuk mengunjungi kediaman dari si penjual,
akhirnya setelah mereka berdua bertemu di rumah dari si pembeli.

Kemudian motor bekaspun sudah berada di rumah si pembeli, dan
tanpa basa-basi si pembelipun langsung mengecek kondisi dari kendaraan
bekas tersebut, karna si pembeli tidak terlalu ahli mengenai suku cadang
dan kondisi dari mesin dari motor, akhirnya si pembeli mengatakan cocok
dan setuju untuk membeli motor itu, karna bentuk dari motor sesuai
dengan bentuk di foto yang di iklankan di aplikasi Marketplace akhirnya
terjadilah transaksi di rumah si pembeli yang kebetulan di aplikasi
Marketplace cuman tersedia fitur cod maka pembayaran hanya dapat di
lakukan secara lansung.

Setelah melakukan pembayaran dan si-pembeli pun akhirnya telah
sepakat untuk membeli motor bekas itu, kemudian motor bekas itupun
sudah resmi menjadi hak milik dari si pembeli, lengkap dengan surat-surat
motor seperti BPKP dan STNK resmi di berikan kepada si pembeli.

Selang waktu 1 minggu pemakaian motor bekas tersebut akhirnya
terdapat beberapa kendala dari motor atau cacat tersembunyi yang tidak di
sebutkan oleh si penjual di deskripsi motor bekasnya ketika di iklankan di
aplikasi Marketplace maupun waktu ketika bertemu langsung dengan si
pembeli.

Kendala motor tersebut sesuai yang di sampaikan oleh narasumber
seperti, akinya soak, terkadang motor waktu di gunakan berhenti seketika,

dan setelah satu minggu pemakaian motor mengeluarkan asap putih,



54

akhirnya si pembeli merasa heran dan curiga terhadap kondisi motor
tersebut, dan si pembeli membawa motor itu ke bengkel terdekat, setelah
dilakukannya pengecekan beberapa kali oleh motir bengkel, ternyata
penyebab dari motor tersebut mengeluarkan asap putih di karenakan suku
cadang di dalam mesin motor sudahlah tidak layak pakai , dan barang-
barang di dalam mesin sudah tidak ori lagi dan tidak layak pakai, alias
harus banyak di ganti agar bisa pulih dan dapat di pakai seperti semula,
itupun biaya perbaikan motor lumayan mengeluarkan biaya yang banyak
ujar motir bengkel motor tersebut.

Kemudian si_pembeli motor tidak menerima atas perlakuan dari si
penjual motor, dan menghubungi kembali si penjual motor, beberapa saat
si penjual sempat menghilang alias susah -untuk di hubungi akhirnya
dengan berbagai cara si pembeli bisa menemukan tempat kediaman dari si
penjual, setelah bertemu dengan si penjual, si pembeli mulai menceritakan
keluh kesahnya yang di dapat atas motor kendala dari motor tersebut,
awalnya si penjual sempat mengelak, setelah menjelaskan lebih detail atas
kendala dan kerugian yang di dapatkan oleh si pembeli karna merasa
haknya sebagai pembeli tidak di penuhi oleh si penjual dan selanjutnya si
pembeli mengatakan akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum
karena si pembeli merasa dirugikan.

Setelah mendengar ucapan dari si pembeli akan membawa ke jalur
hukum, si penjual sangat takut lalu meminta maaf sebesar-besarnya dan

mengakui atas kesalahan yang telah dia perbuat kepada si pembeli, si
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penjual meminta solusi bagaimana cara penyelesaian masalah ini yang
penting tidak di bawa ke jalur hukum, dan kata si pembeli, si penjual harus
mengganti seluruh biaya dari perbaikan motor sampai motor itu bisa di
pergunakan seperti semula, dan mengganti segala kerugian yang di
tanggung oleh si penjual, kemudian si penjual menyetujui permintaan dari
si pembeli dan juga bersedia mengganti biaya transport karena si pihak si
pembeli sudah repot-repot untuk pergi mengunjungi kediamanya.

Selanjutnya si penjual dan si pembelipun melakukan kesepakatan
antara kedua belah pihak yang kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis
untuk di tandatangani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.*’

Analisa penulis bentuk penyelesaian dari kasus ini secara tidak
sengaja sudah terjadi penyelesaian hukum secara negosiasi informal,
maksud dari negosiasi secara informal adalah negosiasi yang dapat di
lakukan tanpa mengenal waktu, tempat, dan orang dengan tujuan untuk
mendapatkan kesepakatan ganti rugi dari permasalahan tersebut.

Bentuk dari penyelesaian hukum atas Pelanggaran Hak Informasi
dalam melakukan Transaksi Jual beli online yang sesuai dari bentuk
pertanggungjawaban dari si penjual yang sudah di jelaskan dari hasil
wawancara dengan narasumber yaitu penyelesaian hukumnya di selesaikan
dengan proses negosiasi terdapat pada pasal 1 angka 10 Undang-undang
No 30 tahun 1999 Alternatif penyelesaian sengketa yaitu lembaga

penyelesaian sengeketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di

5" Wawancara Langsung, dengan Bapak Frantama Ramadhan, yang merupakan
Petugas Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
Pada Hari Sabtu tanggal 22 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB
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sepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Bentuk pertanggungjawaban dari hasil wawancara menurut analisa
penulis adalah karena si penjual takut untuk permasalahannya tersebut di
bawa ke jalur hukum dan jalur pengadilan maka upaya yang di lakukan
dari si penjual yang telah mengakui bahwa dia sudah merugikan si pembeli
maka upaya yang di lakukannya yaitu mengganti segala kerugian yang di
dapati oleh si pembeli, seperti mengganti seluruh biaya perbaikan motor
tersebut dan mengganti biaya transportasi dari si pembeli karna sudah
susah payah mencarinya dan mengunjunginya ke tempat kediamannya.

Kemudian  bentuk penyelesaian hukumnya untuk contoh kasus
wawancara dengan narasumber tersebut, menurut analisa penulis secara
tidak langsung pihak-pihak yang bersengketa tersebut telah menyelesaikan
permasalahan hukumnya melalui cara negosiasi tepatnya secara negosiasi
informal sebagaimana bentuk pelaksanaannya sudah tercantum pada pasal
1 angka 10 Undang-Undang no 30 tahun 1999.

Menurut analisa penulis sebenarnya permasalahan ini jika si pembeli
yang dirugikan ingin melanjutkan permasalahan hukumnya ataupun
menyelesaiakan permasalahan hukum melalui jalur pengadilan karena
semisalnya dia tidak puas atas hasil dari penyelesaian sengketa melalui
negosiasi ini dia bisa mengajukan permohonan atas perkaranya ke Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan ke pengadilan tetapi karna

adanya itikad baik dari si penjual tersebut telah mengakui kesalahan dan
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bersedia bertanggung jawab maka dari itu penyelesaian dari masalah

tersebut hanya selesai melalui negosiasi saja yang di lakukan di rumah si

penjual itu sendiri.

Hak konsumen yang seringkali diabaikan oleh pelaku usaha
seringkali terjadi, bebasnya perdagangan di dunia digital menjadi salah
satu yang mempengaruhi hal ini terjadi. Berbagai macam penawaran yang
ditawarkan oleh pelaku usaha, dengan promosi, iklan. Kadang iklan yang
tidak sesuai kenyataan dan kondisi barang seperti contoh kasus dalam
wawancara dengan narasumber yang penulis temukan, ketika pelaku usaha
memesan barang dan/atau jasa yang terlihat bagus di Mediasosial, namun
saat barang tersebut sampai ternyata tidak sesuai dengan kondisi saat
ditawarkan, hal ini akan memberikan kerugian kepada konsumen.®

Beberapa hal yang harus dipahami dalam kasus-kasus perlindungan
konsumen diantaranya:

1. Tindakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang
tidak sesuai dengan kondisi asli, akan membawa dampak negatif
terhadap konsumen

2. Dampak yang ditimbulkan yang menyebabkan kerugian materi terhadap
konsumen, banyak pelaku usaha yang hanya mementingkan dirinya
sendiri, mementingkan usaha sendiri, tanpa memikirkan dampak yang
ditimbulkan akibat perbuatanya, inilah penyebab salah satu konsumen

berhak mendapat perlindungan

% |bid, him 45
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3. Secara garis besar yang sering menjadi korban adalah masyarakat
kalangan bawah, karena faktor ekonomi hanya memilih barang dan/atau
jasa semampunya yang didapat saja dengan kualitas barang dibawah
standar, hal ini membuat mereka dalam posisi yang berbahaya,
seringkali mereka tergiur dengan barang yang murah, karena hanya
memiliki kemampuan membeli yang rendah.

Seringkali pelaku usaha kurang menyadari tanggung jawabnya
sebagai pelaku usaha, konsumen menaruh sepenuhnya harapan kepada
pelaku usaha agar mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai realita seperti
yang ditawarkan, namun seringkali hal ini berbanding terbalik, kurangnya
kesadaran pelaku usaha juga dilandasi oleh beberapa faktor adalah sebagai
berikut :

a. Rendah dan lemahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah dalam
menegakan hukum, serta kurangnya pengawasan terhadap barang yang
dihasilkan produsen

b. Masihnya rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen
lapisan bawah serta kurang penyuluhan tentang hukum UUPK

c. Adanya unsur kesengajaan dari pelaku usaha dengan tujuan untuk
mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Tanpa memikir kerugian
yang dialami oleh orang lain

d. Lemahnya keamanan dan proteksi pada salah satu apllikasi jual beli
online (Marketplace) karena kurangnya seleksi terhadap barang yang

akan di tawarkan oleh penjual di dalam aplikasi tersebut, maka efeknya
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penjualpun bisa seenaknya atau sesuka hatinya menjual barang seperti
kendaraan bekas yang tidak layak pakai dan bisa membahayakan
konsumen dan pembelinya tersebut.

Adanya Negligence adalah suatu suatu prilaku yang tidak sesuai
dengan sesuai dengan standar produk yang ditetapkan oleh UU dan adanya
Duty Of Care (kewajiban memelihara kepentingan orang lain). Pelaku
usaha harus langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan
oleh produknya yang cacat yang mendatangkan kerugian kepada
konsumen oleh karena pelaku usaha wajib menganti kerugian yang
disebabkan olehnya.*

Perlindungan konsumen memiliki cakupan luas yang meliputi
perlindungan - terhadap konsumen. Seperti perlindungan terhadap
kemungkinan barang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan
barang dan/atau jasa yang telah disetujui atau melanggar UU, dalam hal ini
konsumen mendapatkan ganti rugi , kemudian perlindungan terhadap
konsumen mengenai syarat yang tidak adil, dalam hal promosi dan
periklanan, standar barang, dan harga.®

Dalam UUPK pemerintah perlu melakukan pembinaan dan
pengawasan yang meliputi:

a. Diri pelaku usaha, agar mendorong pelaku usaha untuk bertindak sesuai
dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh UU yang berlaku dalam

melakukan produksi barang dengan sepantasnya

> |bid, him 33
% Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2010, him 10
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b. Sarana dan Prasarana produksi, melalui pembinaan akan dapat dicapai
sarana dan prasaran produksi dengan tingkat produk yang lebih
berkualitas dan pembangunan yang memadai

c. Iklim usaha secara menyeluruh, dengan pembinaan dapat diharapkan
tumbuh dan kembangnya wusaha yang sehat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

d. Konsumen, pembinaan kepada konsumen diarahkan untuk
meningkatkan sumber daya konsumen, sehingga memiliki kesadaran
yang kuat atas hak-haknya.

UUPK memberikan sarana untuk konsumen dan pelaku usaha dalam
menyelesaikan sengketanya dan menuntut haknya melalui :

1. Penyelesaian Melalui Peradilan

Dalam UUPK Pasal 45 ayat 1, bahwa setiap konsumen yang
dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang membantu
penyelesaian sengketa konsumen atau yang disebut dengan BPSK. yang
merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam UUPK,
yang berperan membantu penyelesaian sengketa konsumen diluar
pengadilan

2. Penyelesaian Sengketa di luar peradilan

Penyelesaian sengketa diluar peradilan, dalam pasal 52 UUPK
penyelesaian sengketa diluar peradilan dengan beberapa cara yakninya:

a. Mediasi, adalah suatu proses yang mana pihak ketiga mengajak pihak

yang sedang bersengketa untuk menyelesaian sengketa yang sudah
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disepakati. Mediator berada diantar kedua pihak atau ditengah-tengah,
dengan tujuan meredakan dan mencari solusi terbaik

b. Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa yang berada diluar
peradilan umum yang berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh
pihak yang bersengketa, kelebihan dari arbitrase ini, keputusan lebih
cepat diputuskan

c. Konsiliasi, merupakan suatu cara dimana pihak BPSK bertugas sebagai
perantara atau disebut sebagai konsiliator.

Beberapa kasus yang ditemukan penulis di lapangan, penyelesaian
sengeketa antara pelaku usaha dan konsumen adalah diselesaiakan dengan
cara Mediasi ~dan Negosiasi, karena kedua pihak lebih memilih
penyelesaian dengan cara kekeluargaan dari pada harus menyelesaian
melalui jalur hukum, dimana pelaku usaha mengakui dan menyadari
kesalahannya, kemudian pelaku usaha tersebut takut permasalahannya
tersebut akan di perpanjang dan di bawa ke jalur hukum kemudian pelaku
usaha tersebut bersedia melakukan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan
pada saat akad jual beli terjadi, itulah hasil dari pertanggungjawaban dan
bentuk penyelesaian hukumnya dari masalah yang terjadi antara pihak
penjual dan pembeli di dalam hasil wawancara yang penulis temui dari

narasumber di atas.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan
perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya
hak-hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Zaman yang semakin
maju membuat keadaan semakin canggih termasuk dalam transaksi
berbelanja Online, antara Konsumen dan Pelaku Usaha memiliki
kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli melalui media sosial,
karena lebih kuatnya posisi pelaku usaha, pemerintah memberikan
Perlindungan Hukum kepada konsumen yang diatur dalam UUPK
yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen untuk
memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang apabila
dirugikan. Dan dalam melakukan transaksi berbasis online juga sudah
diatur dalam UU ITE mengenai transaksi dan informasi elektronik.
Dari hasil yang diperoleh penulis di lapangan masih banyaknya para
pelaku usaha yang tidak jujur megenai informasi barang dan/atau jasa
yang ditawarkan, hal ini memberikan kerugian bagi konsumen.

2. Penyelesaian sengekta yang dialami oleh konsumen pada umumnya
diselesaikan diluar jalur peradilan (non litigasi), pelaku usaha dan
konsumen memilih penyelesaian melalui mediasi, namun disisi lain
ada juga konsumen yang tidak menuntut ganti rugi, dengan alasan ribet

untuk mengurusnya, belanjanya tidak seberapa, dan alasan lainnya.
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Namun hal ini jika terus menerus dibiarkan tentu akan selalu
merugikan konsumen dan pelaku usaha juga selalu berada dalam posisi
yang aman-aman saja, tanpa merasakan rasa tidak bersalah atas
perbuatan. Konsumen mengharapkan agar pemerintah lebih
meningkatkan hukum yang ada di Indonesia, khususnya melindungi
konsumen dalam berberlanja online.
B. Saran

1. Saran penulis kepada konsumen adalah agar konsumen lebih menjadi
pembeli yang bijak, harus lebih teliti dalam berbelanja terutama
melalui  aplikasi - berbasis online, Kkita harus cermat dalam
memperhatikan informasi yang diberikan pelaku usaha, lebih jeli
dalam membaca detail produk yang ditawarkan, jangan mudah tergiur
dengan harga yang murah atau iming-iming yang di tawarkan oleh
pelaku usaha. Saran penulis kepada pelaku usaha adalah jadilah pelaku
usaha yang amanah terhadap kepercayaan yang sudah diberikan
konsumen, menjual barang sesuai dengan kualitas barang yang
ditawarkan, jangan hanya memikirkan keuntungan, kita memberikan
kerugian terhadap orang lain, memperhatikan hak-hak konsumen,
karena jika diproses lebih lanjut pelaku usaha akan dikenakan
hukuman apabila mengabaikan hak-hak dan kewajiban konsumen.
Penulis berharap untuk kedepannya agar pemerintah lebih
memperketat perdagangan online, lebih memperkuat security dan

seleksi keamanan penjualan terutama yang berbasis online, seperti
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disetiap aplikasi-aplikasi online agar lebih teliti untuk menyetujui
bentuk dan jenis barang yang akan di jual oleh pelaku usaha dan
kemudian bagi konsumen harus lebih berhati-hati dalam melihat dan
mengkonsumsi dari produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

. Diharapkan kepada pihak-pihak yang bersengketa jika ada suatu
permasalahan atau sengeketa yang terjadi dengan pelaku usaha
alangkah baiknya mencoba melakukan penyelesaiannya dengan cara
mengajukan gugatan melalui BPSK. BPSK akan menjadi wadah utama
diluar pengadilan yang mampu membantu pelaku usaha dan konsumen
dalam menyelesaikan sengketa, untuk itu pemerintah agar dapat lebih
memperhatikan atas kehadiran BPSK tersebut, karena sejauh ini BPSK
juga banyak membantu kasus-kasus dan sengketa yang terjadi di dalam
ranah perdagangan, khususnya penyelesaian sengketa jual beli di luar

pengadilan atau yang melalui jalur non-litigasi.
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Kota Padang Barjang - Dalam § Kliameter

Kategori o 5 it ¢
N Rp 8.500.000 Rp 123.456,78¢2 Rp 18.900.000 o
& Kendaraan 2019 Honda streat 2017 Honda cbr 150r 2016 Yamaha r15 pajak hidup panjang %

Kcta Pad., £, kar Kota Pad: Pangen:



Dekripsi Penjual

=

T

1183735092 £51 704 Trefabrons

re’erral_cocesmankerniace_top_picks Saeferral_story_type=tap_picks W s O m

2017 Honda cbr 150r
Rp 123.456.789

Cealer - Dhawarkan € harl jang lalu i Tanah Datar

© Kirlm pesan K ”»
Tentang Kendaraan ini
& Kilomstemya 2.000 km
Wi Transmisi manual

Q}‘P Warna eksterior; Red

Deskripsi Penjual
Si jual motor kesayangan.cbr 150r
Pajek mati 1 1zhun

Motor lecet pemakaian

Di jual karena ngak bisa .. Lihat selengkapi

£ Kirim pesan ke perjua

Apakah masih ada?

Tampilan komunikasi dengan penjual melalui chatting

JiTkatge X 4 v = o x

&~ ¢ & ficetookcom marks: rketnlace_top_picksirelermsl_stony_type=top_picks o & O @
&
@ﬁ e e g
Kirim Pasan ke Nori Amanullah X

i
ﬂ 2017 Honela CBR 150R
i .

Apa ini masih ada?
Bisakah saya membuat jadwal untuk meiihat ini melalui telepon vide...
Bagaimana riwayat kendaran ini?

Berapa banyak crang yang sebelumnya pernah memilikinya?

peEsan Anoa wsvala panjual

Hatal




Lampiran Screenshot Aplikasi Shopee

00009 afl T@o-

&« o A 9@

Rincian Produk (920 bulan

Stek ]
Kondisi Pernah Dipakai
Merek Honda 2
Jenis Sepera .
Transmisi Matic
riotar
UE Kapasitas Silinder
i £ 80-175cc
Sepeda Motor
Jual Motor Honda Vario 150 125 110 CBS ISS Keyless
~ Plat Jakarta - Siap Pakai - Bisa Kirim Seluruh Indo... Negara Asal Jepang
RI10Z6 711« 12 buland ay/Later
Rp15.36 Elekirik Ya
“hopee Garans: 10077 O y Jenis Sepeda
@ saransi uang kembal fika produk tdak oo 1 o Skuter
45  31Terjual . O v Kandisi Bekas 1
SPayLater RPLO26711x12 > Masa Garansi TRular
Jenis Garansi Garansi Supplier
% Gratis Ongkir
> Dikirim Dari KOTA JAKARTA PUSAT
EE Ongkos Kirim: Rp0 - Rp58,000
HONDA VARIO 125 CBS
Pilih variasi ents 6 Tab 2

Beil Sekal .BI‘.l‘;

00.00 v « FTa 00.09 9 al Fao
& - « a & P
Pilih variasi Taitidy 5 Dikirim Dari KOTA JAKARTA PUSAT

HONDA VARIO 125 CBS

Keterangan lengkap mater yang terupdate libat di gambar &
KONDISI
s carmelieid

Lihat Lairnya W
55 Produk 46 Penilaian 350 Chat Dibalas
Penilaian Produk

4 55 (10 Wasan) LibatSemntia >

Produk Lain Dari Toko Ini Lihat Semua

Barang Sesuai{2]  Produk Sesuai{2) Barang Bagus{1)

) ihalidyans £7E "o

Wariasi: Vario 125 Merah, 2017

Mator Yamaha Jual Motor Jual Motor Sport  Jual Matdll: Tampilan: Kurang
Al New Nmax... Handa Beat-V... - Yamaha YFZ.. Yarmaha 4 Kualitas: Kurang

00 Rp2.100.60 Rp12 900000 Rpia 900 Coc . Lihat Lainnya

2 werual 9 tarjusi 5 tarjuat @ terjuat

Rincian Produk < 20 nutan

Stak 5

25 062022
Kondis Pernait Dipakai Respon Penjuat:
Ini aneh karena 2 kali pembeii datang untuk
langsung cek motor selama total 2 jam. Kalau tic’ *
setuju yah dengan kondisi motor second yah bis
batal, Kenapa sudah setuju dengan kondisi mator,

Honda




Lampiran Screenshot Aplikasi Lazada

16.11 al 4G 1 168.11 al 4G ¥ T

< i motor bekas mureh 1t } i

< { (3 motor bekas murah sura...

Hingkasan Ulasan Detal Produk Rekomendasi

o <A
' MOTOR LELANG BEKAS YAMAHA
NMAX 2020
<. m3Xgi7zn
Pengiriman % Cengkareng
Standar (Estimasi 31 Agu-1 Sep) Rp33.279.500

4 7 hari pengembalian barang ke Penjual i} Cicilan

Ulasan (0}
rp5.500.000
Dari Toko yang Sama T RpE 706000 -4%

(&1 MOTOR LELANG BEKAS YAMAHA
NMAX 2020

MOTOR HONDA BEAT HONDA BEAT BEKAS MOBIL BEKAS
2018 WARMNA MERA. TAHUN 2018 MOTO... UP MITSUBITSI

Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 17.000.08% Pengiriman

= -
2 & |
Toko  Chat Seller .

= =

ok Sral Seler

ul 4G § 16.11 wl 463 »
@ o < | Motorbekas @) 8
Ringkasan Ulasan  Detail Produk Tarkantn  Tedaris$  Harga$  TokoB W Filter
Y Hanya Untukmu + @ LazMali #% Gratis Ongkir Lekasi - B Super Penifl
i ger kecil gigt gear GANTUNGAN KUNCI
pengantar stater FIZR F1... MOTOR 2022
Rp100.840 wa222 -5 Rp20.000
EE 2 Ten

Matar Yamaha N max 155
Warna Merah hitam ( lelang )

Ep3.450.6060 Rp5.700.000

MOTOR LELANG BEKAS « - —
YAMAHA NMAX 2020 Ready motor honda Sccopy
Rp5.500.000 donat tahun 2018

e 4% Rp1.900.000

Kab Trenngalek

YAMAHA NMAX 155 YAMAHA NMAX 155
cC 2021 £C 2020

€.200.000 pB5.200.000

MOTOR BEKAS YAMAHA
Bosh shock motor NMAX THN 2019 BISA CO...
beatvang RP5.000.000

RP3.250 Frssis 25

KAk Puiwakaiia




Lampiran Screenshot Aplikasi Tokopedia

atb Tsel-PakaiMasker LTE  16.16 G 30% ¥

& L Can Mot

Detail produk

Kondisi Bekas
Eerat Satuan 500 g

M. Pemesanan 1Busah

Kategori Motor Matic
Elalase Otomotif
Deskripsi produk A
Honda Scoopy
& Tahun 2013
Pajak mati 2 tahun

Semua Surat Lengkap

Pajak bisa dibantu aktifkanfhidupkan

Rp 10. 500.000 gi—%ﬁ"éﬁéﬁ? o ( Jika ingin membeli dengan kandisi pajak mati maka
sitahkan check out yang pajak mati,
Jika ingin membeli motor dengan kandisi pajak aktif/hidup
Wishlist 7 Diskusi (2] maka silahkan check out yang pajak hidup, nanti kami bantu
urus}
P : Jika ingin lihat unit langsung bisa janjian dulu.

Ada cashback hingga Rp500.000 Lokasi di Pademangan, Jakarta Utara

Ayo pakal promonya biar m mat! i Hanya melayani area Jabodetabek

Mctor Honda Scoopy bekas second

J =3 ! i ;

Pengiriman area jakarta dikenakan biaya 100.00¢
Pengiriman area bogor depok Tangerang Bekasi 200.000

ul Tsel-PakaiMasker LTE 16.17 @ 31% 8%
& Diskusi
Detail produk
LunQIt Wi € OUSTHANYAL], JARGI A Wi e i 2
Hanya melayani area Jabodetabek g Motor Honda Scoopy bekas second
Pengiriman area jakarta dikenakan biaya 160.000
Pengiriman area bogor depok Tangerang Bekasi 200.000 Terbaru - Detail Produk (1) Pengiriman (0)
NB. Ongkir di transfer terlebih dahutu sebelum barang
dikirimkan dan tidak dapat dikembalikan jika terjadi . y
pembatalan pembelian, I &4 Andro - 2 harilaly

Sistem order...

Silahkan checkout barang, akan kami proses dan kirim 2 penjual » 1 harilaly

barang berupa kwitansi melalui jasa kurir yang anda pilih 2 il .
Setelah kwitansi tiba di tempat anda, maotor akan langsung l: H-alo, barang ini ready ya kak. Silahkan langsung
kami kirimkan dengan karyawan tokae maksimal H+1. di order, di tunggu ya orderannya... Terima kasi...

Saat barang tiba di tempat anda, silahkan cek surat dan

kelengkapan motor. Jika barang sudah sesuai silahkan kik E @ Bayu -« 2 hari lalu

transaksi selesai. Setelah itu silahkan jika anda ingin test a
o ! = stock.masih ada pak?

drive disekitar. Jika tidak ada kendaia lagi setelahnya, kami

akan meminta foto KTP pembeli dan tanda tangan a8 penjual < 2 har lalu
penerimaan barang. Terima kasih, ] Masih pak, barang ready. Bisa langsung

checkout

Informasi penting ~

Ada ral lam yang ingn ditanvakan?

fak Diske
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JLTAS HUKUM
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l\.lmpn‘q Cbaban By Poss S Booang Hobitbing lvi;r;é.uﬂ&ie (8 g I Y )
adtan Akredidasi Hasinaal Pargaruan Tinggl (BAN P

UNIVERSIAS

B Berdasarkan Kep
g

STATUS TERAKREDITASE PERINGKAT
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR OIS/KEP/H 3 ALVEZO02

~;

w4l

YAk PR

20 tangnal. §

Tentang T o
PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS ARHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM,
STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANIJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadivab Sumatera Barat, setelah:

Membaca Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama 1 RAYHAN SUKMA

NPM 15, 10.002.74201.298

Bahwa Mahasiswa yang zkan menyelesatkan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar dsharushan
untuk melakukan tugas akhic berupa penubsan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan

Moenunbang 2

skrpsi),
b Ba}fx]\a mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuls syarat untuk melaksanakan penulisan
Hukum sesum dengan idang vang dungimkan,
c Bahwa unthk terarahmva penubsan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk  dosen
pembimbing dengan surat Keputusan Dekan,
Mengingat I Undang-undang No 12 Thun 2012 tentang Pendidikan Tingg
2 Peraturan Pemenmzh No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinger dan
Pengelolaan Peryuruan Tingn
3 Peraturan Presiden No & Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional lndonesia (KKNT
4 Peraturan Mentn Riset, Tehnologr, dan pendidikan Tinggr RI No 44 Tahun 2015 tentang standar
Nasona! Pendudihan Tingg:
3 Peraturan Mentn: Riset, Teknolog, dan pendidikan Tinggr RI No 32 Tahun 2016 tentang Akreditas:
Program Stud: dan Perguruan Tingas
6 Peraturan Mentn Riset, Teknolov:, dan pendidikan Tinggt RI No 62 Tahun 2016 temane sisterm
Penjamin Muty Pendidiban Tingy N
Peraturan Mentn Riset, Teknolon, dzn pendidikan Tinggi Ri No 100 Tahun 2016 tentang pendirian
perubahan. pembubaras perpuruan tage negert, dan pendinan, perubahan, pencabutan 17m
pRrguruan tnge swasta
8 };er;:m;.m Pimpinan Pusat Muhammadivah No 01'PRNTOMB2012 tentang NMajehs Pendidikan
H e 1801
a Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadivah No 02/PED/.0/B/2012 1anggal 16 Apnl 2012 tentane
Perguruan Tingay Muhammadsvah 2
1 Ketentuan Majelis Pendidkan Tinggr Pimpinan Pusat Muhammadivah No I78KETA 3D2612
sntang pemjabaran pedoman  Pimpran Pusar Muhammadivah No 02 PED ! 0B72012 tcnta';
Perguruan Tingg Muhammadiyah a v
11 Statuta Universitas Muhammad:vah Sumatera Barat Tahun 2020
) A 2 2 ( gL 3 Ty 1
2 E?},S;jfﬁf‘.\sou;;gj KEPIL3 AU/D/201S tangeal 13 Februan 2015 tentang Kunikulum Fakulias

MEMUTUSKAN
MENETAPRAN
Perama Menumuk Saudara KARTIKA DEW1 IRIANTO SH.MH ™ dan JAS v NAZ
: w3t ASMAN NAZ. ) Moobiaw
Dosen Pembimbing I Dan H dalam Penulisan Hukum Mahasiswa SRR SHME -
Nama/NPM RAYHAN SUKMA /1 5.10.002.74201.295

Judul Sknps: PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MELAKUKAN
TR'A.'\'S:AKSI BERBASIS ONLINE BERDASARKAN l:i\'D \\(1;
ly.\D_A;'\‘nG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERL!N{;L%I\;&A‘;:
i\(.).’\SL'h,iE.\' rDA.:\Z UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 26!2;8
g Bkl B 5t dmm{&;;!{'}.&i&ﬁ ENZ‘—()RM‘AS[ DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
| k;e;;mm m;g'gdr:m f;,}_ux‘:;{;‘ “uklm;.{.‘ ;}.Estjigx;iaksanaan bimbmean penulisan hukum i dibebankan
Kenga Surat Keputusan it berlaky sejak tanggat ditetapkan dan akan
terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan n.

DITETAPKAN pi Bukitinggi

PADA TANGGAL . L9 Rabul Aktur 1443 H
Yy, 2 November 2021 A1
R N

ditinjau kembali, apabila dikemudian hari

MT: b

—Br, Nuzgl Rohnayani, SH. MH
T

o - NIDN-A015058702

resan Fadknflas Fluksnt seberoon Yeaprirym e

Pewldbera e mdapitin Foduftoy Hibnm

Moboaitvsea d fomre tereaprpbnt g

i Fertin
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PEMPIINIATEROT N BURTTTINGG

>« . KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Wil

o bend Sudicman Mo 27 - 29 Bukttinggi Telp G752) 73976

Prasa : 1

Memmbang I T

b.

REKOMENDASI PERELITIAR
Notot - O/ FRKPal Kitf 2002

Undang-Undang Fepubitk Indonesis Nomor T8 Tahian 2002 tentang Hetee,
Nasaonal Penchian, Pengembangan don Penerapan o Pengetahuasn dan

Teknologs;

Undang-Undang Repubhk Indonesia Harnor 43 Tahun J014 tentang Pemerritabong
Daerahy;

Peraturan Menterr Dalan Nepen Republib Indones:a Nomor 20 Tabuan 2611
tentang Pedoman Peachinan dan Pengembangan o baghungan Kemesiternn
Dalam Negen dan Pemenintahian Deeraly;

Peraturan Mentenn Dalam Negenn Republlke Indonessa Nomor 64 Tahbuan 2011
tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitan sebagammana telah diahah
dengan Peraturan Menter: Dalam Negernt Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negert Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Bahwa Sesuat Surat dar: Fakultas Hukum Universitas Muhammadivah Sumatera
Barat Nomor 0751 /1L3.AU/A/ 2022, Tanpgal 07 Juli 2022 Perihal Mohon Lan
Penehtiang

Bahwa untuk terub admimstrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta
pengembangan periu diterbitkan Rekomendasi Penchtian;

Bahwa sesual Konsideran huruf @ dan b serta hasil Verifikas: Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat
Rekomendast Penelitian telah memenuhi syarat,

Kepaia Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Pekerjaan

Alamuat

Nomor ldentitas
Judul Penelitian

Lokasi Penelitian
Waktu Penelitian
Anggota Penelitian
Digunakan untuk

Rayhean Sukma

Padang Panjang, 09 Oktober 1996

Mahasiswa

Jin, Sutan Svahrir, RT 021 /RW 000, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan
Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang ~ Provinsi Sumatera Barat
137402091096002 1

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Mengenai Hak Informasi dalam
Transaksi Jual Beli Motor Bekas melalui Aplikasi Facebook

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittingg

12 Juli 2022 s/d 12 Agustus 2022

Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut @

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku;

2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban
dan ketentraman umum;

3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Keschatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikut
aturan di tempat pelaksanaan penclitian;

4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Bukittinggi;

5. Rekomendasi penclitian ini beriaku mulad tanggal diterbitkan dan apabila terjudi penyimpang:n, maka

Surat Rekomendasi Penclitian ini dinyatakan tdak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penclitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampmkan kepada Yth.

Wahkets Bukitunges;

Dekan Fakulias Hukum Universitns Muhammadiyahh Sumatera Barat;
Eenua adian Penycloamian Sengiteetn Konsumen Kota Bukitngg

Rl

Arsip.

Bukittinggi 12 Juli 2022
A.n, i\EPALA 'I‘O KESATUAN BANGSA

g:,‘RGBB EFENDI !%B MM
NIP._198107132005011002



STATUS TERAKREDITASE PERINGKAT"B” Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-FT)
i} Nomor., 299%{%5{3&!‘é-?’?fAF:~PP’JESN,'2£Ei} . tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0751/1L.3.AU/A /2022 Bukittinggi, 08 Dzulhijah 1443 H

Lamp : 07 Juli 2022 M

Hal :Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Ketua BPSK Kota Bukittinggi

di

Tempat
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebutdi
bawah ini :

Nama : Rayhan Sukma

NIM :151000274201295

Program Studi : [lmu Hukum

Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan

Waktu : 07 Juli 2022 s/d 07 Agustus 2022

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Hak
Informasi dalam Transaksi Jual Beli Motor Bekas melalui
Aplikasi Facebook

Pembimbing I : Kartika Dewi Irianto, SH., MH

Pembimbing I1 : Jasman Nazar,SH.MH

Nomor HP : 0822 4135784

Sehubungan dengan hal tesebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat

memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang
dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu
diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth :
1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Pertinggal
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